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RINGKASAN

Ferian Dana Pradita, 2014, Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Kontribusinya
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Ketua: Dr. Imam
Suyadi, M. Si, Muhammad Faisal Riza, S.Sos, M. Si, 176 + xvi

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Pengalihan pemungutan PBB-P2 diharapkan mampu menjadi salah satu sumber
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah.
Kewenangan Pemerintah Daerah yang terkait tentang PBB-P2 meliputi proses
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan
pelayanan terkait PBB-P2. Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target
dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun
terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus
untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2.
Kondisi tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi
penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di daerahnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitian meliputi pelaksanaan
intensifikasi pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya
(DPPK Kota Surabaya), Efektivitas kegiatan intensifikasi pemungutan terhadap
realisasi target penerimaan PBB-P2, serta kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap
PAD. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan dokumen yang
berkaitan dengan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Surabaya yang
didapatkan dari DPPK Kota Surabaya.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemungutan PBB-P2 yang
dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya hanya mencakup wilayah Perkotaan, karena
wilayah Kota Surabaya tidak terdapat wilayah perdesaan. Beberapa upaya
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan meliputi, pemeliharaan dan perbaikan
basis data, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan objek
pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan instansi terkait,
sosialisasi, dan mobil keliling. Efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan
yang telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup
Efektif”. Kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada
pada rasio 20,10 — 30,00%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan PBB
Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam kriteria “Sedang’.

Kata Kunci: Efektivitas, Intensifikasi, PBB-P2, PAD
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SUMMARY

Ferian Dana Pradita, 2014, Effectiveness Intensification to Collection of
Tax Property of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) with The Contribution for
Regional Real Income (PAD) of Surabaya. Adviser: Dr. Imam Suyadi, M. Si,
Muhammad Faisal Riza, S.Sos, M. Si, 176 + xvi

The enactment of the law No. 28 of 2009 about Local Taxes and Retribution,
makes tax collection of Tax Property of Rural and Urban Sectors (PBB-P2) is under
the authority of the Local Government. The transfer of tax collection of PBB-P2 is
expected to be one of the regional real income (PAD) which is potential for every
region. The authority of Local Government about the PBB-P2 includes the process
of data collection, assessment, assignment, administrating, billing/collection and
service related to PBB-P2. Annually the Local Government has a target in PBB-P2
acceptance as one of the sources of revenue areas, but sometimes the realization of
the tax revenue does not reached the target which has been set by the Local
Government. Therefore, it needs a specific to raise the realization of the target of
tax revenues, especially about the PBB-P2. This condition will encourage Local
Governments to further explore the potential of PAD revenue from PBB-P2 sector
in the region.

This research used a descriptive study with qualitative approach. The focus
of the research covered the implementation of the intensification of the collection
PBB-P2 by Department of Local Revenue, Management, Finance of Surabaya
(DPPK of Surabaya), the effectiveness of the intensification collection of revenue
PBB-P2, as well as the contribution of acceptance PBB-P2 toward PAD. The data
in this research were obtained from interviews and documents related to the
intensification of the collection PBB-P2 obtained from DPPK of Surabaya.

The results of this study identified that the collection of PBB-P2 conducted
by the DPPK of Surabaya covers only urban areas, since there is no rural area in
Surabaya. Several intensification efforts of the collection Urban PBB included,
maintaining and repairing of the data base, strengthening the process collection,
improving supervision to tax, increasing administrative efficiency, coordinating
with relevant agencies, socializing, and utilizing mobile car for PBB payments. The
effectiveness of the collection of Urban PBB intensification that has been
implemented by the DPPK of Surabaya showed the criteria "Adquately Effective".
Urban PBB contributions from 2011 to 2013 were in the ratio of 20.10 to 30.00%,
indicating that the contribution of Urban PBB acceptance toward the realization of
PAD Surabaya included in the criteria “Medium”.

Keywords: Effectiveness, Intensification, PBB-P2, PAD
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar
yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang
pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9).
Sedangkan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,
2011:12). Tahun 2013 pendapatan Negara yang berasal dari pajak sebesar Rp
1.193,0 Triliun atau sekitar 78% dari total pendapatan Negara Rp 1.529,7 Triliun,
sisanya berasal dari penerimaan Negara bukan pajak serta penerimaan hibah
(www.anggaran.depkeu.go.id, 2014). Tabel 1 berikut ini menjelaskan tentang
pendapatan Negara tahun 2013:

Tabel 1. Pendapatan Negara tahun 2013

Jenis Pendapatan Negara Jumlah
Pendapatan Dalam Negeri Rp 1.525,2 Triliun
Penerimaan Pajak Rp 1.193,0 Triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 332,2 Triliun
Penerimaan Hibah Rp 4,5 Triliun
Total Pendapatan Negara Rp 1.529,7 Triliun

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id, (2014).


http://www.anggaran.depkeu.go.id/
http://www.anggaran.depkeu.go.id/

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan di Indonesia yang
meliputi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan nasional
dilaksanakan pada seluruh wilayah negara, sedangkan pembangunan daerah
dilaksanakan pada masing-masing daerah secara merata. Saat ini pemerintah terus
berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal
sebagai salah satu bentuk continuous improvement (perbaikan yang berkelanjutan),
untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah. Secara esensial sebenarnya dalam
penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan,
yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan
pemerintahan tertentu yang diserahkan (Sabarno, 2008:3-4). Bentuk nyata
kebijakan tersebut yaitu dengan adanya perluasan taxing power (kemampuan
pajak), antara lain dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah. Pengalihan jenis pajak ini
merupakan suatu bentuk langkah penting yang dilakukan dalam rangka
memperbaiki kondisi keuangan daerah.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, berarti seluruh kewenangan dalam hal pemungutan
Pajak Daerah sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Berlakunya
Undang-undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah
serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang potensial bagi setiap daerah. Kewenangan dalam kegiatan yang



terkait dengan PBB-P2 menjadi milik Pemerintah Daerah, hal itu meliputi proses
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan
pelayanan terkait PBB-P2.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan
PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi
penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi
target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Hal tersebut akan mendorong
Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor
PBB-P2 di daerahnya.

Kota Surabaya merupakan salah satu dari beberapa Kota/Kabupaten
Daerah Tingkat Il yang ada di Jawa Timur yang telah melakukan pengalihan PBB-
P2 sejak tahun 2011. Setelah melakukan pengalihan PBB-P2, Kota Surabaya
melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya
melakukan semua kegiatan perpajakan terkait tentang PBB-P2. Data dari Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya menunjukan target
penerimaan PBB-P2 dan realisasi pencapaiannya dari tahun 2010-2013 serta
prosentase keberhasilan pencapaian target penerimaannya.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2010-2013

Kota Surabaya
Tahun Target Realisasi Prosentase
(Rupiah) (Rupiah) (%)
2010 421.350.428.259,00 333.129.116.112,00 79,06
2011 710.000.000.000,00 498.640.108.488,84 70,23
2012 790.613.785.000,00 572.292.265.076,00 72,38
2013 710.000.000.000,00 606.061.761.816,00 85,36

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014.
Keterangan: Tahun 2013 (unaudited).



Data tersebut menunjukan jumlah penerimaan PBB-P2 semakin meningkat
jumlahnya, tetapi untuk prosentase target dan realisasi dari tahun 2010-2013 masih
mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya agar pemungutan
PBB-P2 dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD, dengan melakukan intensifikasi
pemungutan PBB-P2. Berdasarkan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE.06/Pj.9/2001) tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi
pajak. Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak
terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam
administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi
wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua
usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, akan
dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang intensifikasi pemungutan PBB-P2 serta
mengenai kontribusinya terhadap PAD. Adapun judul yang diangkat dalam
penelitian ini adalah: Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan
beberapa masalah pokok, yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya?



2. Bagaimana efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya?

3. Bagaimana kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

2. Mengetahui efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya.

3. Menjelaskan besaran kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota

Surabaya.

D. Kontribusi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara
aspek teoritis maupun aspek praktis, kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Kontribusi Akademis
a. Memperkaya wawasan keilmuan administrasi bisnis khususnya di
bidang perpajakan yang terkait dengan pembahasan terhadap

intensifikasi pemungutan PBB-P2.



b. Memberikan informasi dan wawasan akademik bagi pihak lain yang

ingin melakukan penelitian pada bidang sejenis.
2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai
efektivitas dan kontribusi intensifikasi pemungutan PBB-P2 terhadap
PAD.

b. Bagi Instansi
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengelolaan
Pajak Daerah di Pemerintah Kota Surabaya.

c. Pihak Lain
Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak lain dan

sebagai perbandingan dalam penelitian lain yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini tersusun dalam 5 (lima) bab untuk memudahkan
pembahasannya, yaitu:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan
masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika

penulisan.



BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori efektivitas, intensifikasi, perpajakan,
PBB-P2, kontribusi, pendapatan asli daerah, kerangka pemikiran dan
hipotesis penelitian.

BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian,
dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian yang berisi
tentang gambaran umum objek penelitian, hingga hasil penelitian mengenai
pelaksanaan intensifikasi  pemungutan, efektivitas intensifikasi
pemungutan, dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta

saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Steers dalam Halim (2004:166) mendefinisikan efektivitas secara umum
menunjukan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah
ditentukan sebelumya. Mardiasmo (2009:132) menjelaskan efektivitas merupakan
kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang
harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan
mencapai tujuan dan spending wisely (sasaran akhir kebijakan).

Mardiasmo (2009:132) menjelaskan indikator efektivitas menggambarkan
jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam
mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan
terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif
proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Penilaian efektivitas intensifikasi
pemungutan PBB-P2 dalam penelitian ini menggunakan serangkaian ukuran
sebagai berikut:

Hasil (Yield)

Keadilan (Equity)

Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)
Kemampuan Melaksanakan (Abbility to Implement)

Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as Local
Revenue Resources). (Devaas, 1989:62).

orwNE

Selanjutnya, Halim (2004:164) mengemukakan tingkat efektivitas dapat

diketahui dari hasil hitung formula efektivitas. Formula untuk mengukur efektivitas



terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target
pajak:

o ALY S Rt Realisasi Penerimaan PBB P2 100%
{ G ~ Target Penerimaan PBB P2 S )

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektivitas

Prosentase Kriteria
Di atas 100% Sangat efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup efektif
60-80% Kurang efektif
Kurang dari 60% Tidak efektif

Sumber: Munir, (2004:49).

Tabel 3 menjelaskan tentang kriteria penilaian efektivitas, dengan menggunakan
prosentase dan Kriteria sebagai ukurannya. yaitu apabila kurang dari 60% termasuk
ke dalam kategori “Tidak Efektif”, 60-80% termasuk ke dalam kategori “Kurang
Efektif”’, 80-90% termasuk ke dalam kategori “Cukup Efektif”, 90-100% termasuk
ke dalam kategori “Efektif’, dan apabila melebihi 100% termasuk ke dalam
kategori “Sangat Efektif”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas
merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dengan mengetahui
efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2, organisasi diharapkan mampu untuk
menilai tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan
sebelumnya. Kriteria penilaian efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat

diketahui dengan mempertimbangkan beberapa ukuran, antara lain: hasil, keadilan,
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daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, kecocokan sebagai sumber

penerimaan daerah.

B. Pengertian Intensifikasi

Sidik (2002:8) mendefinisikan intensifikasi sebagai upaya melakukan

efektivitas dan efisiensi sumber atau pendapatan daerah yang sudah ada. Upaya

yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah antara lain melalui cara-cara sebagai berikut:

1.

Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat
dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial,
yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dalam jumlah
pembayar pajak, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki basis data
penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan.

. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara
lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, dan peningkatan
Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara
dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi
terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta
meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu memperbaiki prosedur
administrasi  pajak melalui  penyederhanaan administrasi  pajak,
meningkatkan efisiensi pemungutan.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik

Hal ini dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
di daerah.

Intensifikasi pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan mengoptimalkan

penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak,

kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tanpa harus memperluas obyek dan sumber pendapatan. Selanjutnya,
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intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan dengan penyempurnaan
administrasi pajak, penguatan proses pemungutan pajak, peningkatan pengawasan,
peningkatan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan Undang-undang yang
terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2. Intensifikasi
pemungutan PBB-P2 perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah

dalam membiayai kebutuhan daerah.

C. Konsep Perpajakan
1. Pengertian Pajak
Menurut Soemitro dalam Suandy (2009:10) pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi lain menurut
Anderson dalam Anshari (2005:7) pajak adalah pembayaran yang bersifat
paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang
yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan
pengertian pajak di atas, pajak merupakan suatu kewajiban yang merupakan
bentuk kontribusi pendapatan dari warga negara kepada negara dengan
ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan
dipergunakan untuk kepentingan umum/negara.
2. Pembagian Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga

yaitu, pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga
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pemungutnya. Resmi (2012:7) menjelaskan pembagian pajak menurut

golongan, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau puhak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang
bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan
yang menyebabkan terutangnya pajak.

Berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak
langsung (Suandy, 2009:37). Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus
ditanggung sendiri olen Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat
dialinkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya
dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokan menjadi dua (Resmi,
2012:8), yaitu:

a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan
keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya
baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun
tempa tinggal.

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak
obyektif (Suandy, 2009:39). Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan
kondisi/keadaan Wajib Pajak. Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya
memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar,

kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun badan.
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Pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokan menjadi dua
(Resmi, 2012:8), yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah
tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
masing-masing.

Berdasarkan wewenang pungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak
pusat/negara dan pajak daerah (Suandy, 2009:38). Pajak pusat/negara adalah
pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat
Jederal Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada
pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah. Selanjutnya, Mardiasmo (2011:6) menjelaskan  tentang
pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: berdasarkan
golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Berdasarkan golongan pajak dibedakan
menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya
dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Sedangkan berdasarkan
lembaga pemungut dibedakan menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah.

Berikut merupakan gambaran pembagian pajak:
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Pajak
Berdasarkan / Langsung
I
Solongan I\{[paiak Ticak
Langsung
Pajak
Berdasarkan Pusat/Negara
Pajak Wewenang
o \ Pajak Daerah
Pajak
Berdasarkan / Subyektif
Sifat \ o
Obyektif

Gambar 1. Pembagian Pajak
Sumber: Suandy, (2009:37).

3. Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan
negara) dan fungsi regulerend (pengatur) (Resmi, 2012:3), yaitu:

a. Fungsi Budgetair
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik
rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Regulerend
Pajak mempunyai fungsi regulerend, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang
keuangan.

Fungsi pajak dibedakan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:1), yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Anggaran)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi pajak dibedakan menjadi fungsi
budgetair (anggaran) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak berfungsi
sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai
seluruh pengeluaran negara. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun

politik dengan tujuan tertentu.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak
Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan
pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2012:8). Berikut ini penjelasan
tentang tata cara pemungutan Pajak:
a. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel (Resmi,
2012:8), yaitu:

(1) Stelsel Nyata
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
objek yang sesungguhnya terjadi.

(2) Stelsel Anggapan
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.

(3) Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Sedangkan menurut Suandy (2009:32), dalam pemungutan pajak
dikenal 3 macam stelsel pajak, yaitu:

(1) Riil stelsel atau stelsel nyata
Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau
penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun
pajak atau periode pajak.

(2) Fictieve stelsel atau stelsel fiktif
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Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan,
pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan fiksi.

(3) Stelsel campuran
Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel riil dengan
stelsel fiktif.

b. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak (Resmi, 2012:10), yaitu:

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di
wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar
negeri.

(2) Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan
tempat tinggal Wajib Pajak.

(3) Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:2) asas pemungutan pajak
mencakup 3 aspek, yaitu:

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk
Wajib Pajak dalam negeri.
(2) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
(3) Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak
Resmi (2012:11) menyatakan dalam memungut pajak dibuat

beberapa sistem pemungutan, yaitu:
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(1) Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

(2) Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.

(3) With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam
Mardiasmo (2011:7-8) , yaitu:

(1) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak.

(2) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
Wajib Pajak untuk mrnentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib
Pajak.

(3) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.

5. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:2) agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan
hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan

pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya
mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan
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kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni
dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding
kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai dengan
budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih
rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana sistem pemungutan yang
sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh
Undang-undang perpajakan yang baru.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga macam stelsel pajak, yaitu:
stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel tersebut
merupakan dasar pengenaan pajak dalam melakukan kegiatan pemungutan
pajak. Selanjutnya, terdapat tiga aspek asas pemungutan pajak, yaitu: asas
domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan, asas tersebut menjadi dasar dalam
pelaksanaan pemungutan pajak. Sedangkan sistem pemungutan pajak
dibedakan menjadi tiga, yaitu: Official Assesment System, Self Assessment
System, dan With Holding System, sistem tersebut digunakan sebagai dasar
dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib
Pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, berdasarkan

Undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan sederhana.
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D. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1. Dasar Hukum

Isnanto (2014:3) menjelaskan mengenai dasar hukum atas Pajak Bumi
dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Siahaan (2010:555)
menjelaskan dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada
suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaen/Kota yang
mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati/Walikota
yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan
pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada
Kabupaten/Kota dimaksud. Sebagaimana disahkan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Ditetapkannya Undang-undang tersebut, PBB-P2 menjadi Pajak Daerah dalam
waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
2. Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
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pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Isnanto, 2014:5). Siahaan
(2010:555) menyatakan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB-
P2 meliputi seluruh kawasan Perdesaan dan Perkotaan yang meliputi semua
tanah dan bangunan di dalamnya.
3. Objek Pajak yang Tidak Kena Pajak

Waluyo (2011:188) mendefinisikan obyek pajak yang tidak dikenakan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenis dengan itu.

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak.

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik.

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Isnanto (2014:6), berdasarkan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Pajak yang tidak
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan.
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b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang
sejenis dengan itu.

d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak.

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik.

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan
atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau
memperoleh manfaat atas bangunan (Siahaan: 2010:559). Selanjutnya menurut
Isnanto (2014:10) subjek pajak dan objek adalah:

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak
atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

b. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak

atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP di mana wajib pajak tidak
terutang pajak (Siahaan, 2010:561). Isnanto (2014:12) menjelaskan besarnya
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan Nilai Jual

Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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6. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Isnanto, 2014:12).
7. Rumus Penghitungan

Siahaan (2010:562) menjelaskan besaran pokok Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi
NJOPTKEP. Isnanto (2014:13) menjelaskan tentang besaran pokok Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai

Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak,

PBB-P2 terutang = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

E. Pengertian Kontribusi PBB-P2

Menurut Guritno (1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara
bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau
bersama. Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:592)
kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat
diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) terhadap besarnya Pendapatan Asli
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Daerah (PAD). Halim (2004:163) merumuskan formula untuk menghitung tingkat

kontribusi PBB-P2 terhadap PAD adalah:

Kontribusi PBB-P2 _ Realisasi Penerimaan PBB-P2 «  100%
Terhadap PAD Realisasi Penerimaan PAD

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan realisasi PBB-P2 terhadap
PAD Kota Surabaya, dapat diketahui besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Kota Surabaya. Semakin tinggi kontribusi PBB-P2 terhadap PAD, maka akan
mendorong meningkatnya PAD Kota Surabaya. Berikut ini penilaian kriteria
kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Surabaya:

Tabel 4. Interpretasi Nilai Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD

Prosentase Kriteria
Rasio 0,00 — 10,00% Sangat Kurang
Rasio 10,10 — 20,00% Kurang
Rasio 20,10 — 30,00% Sedang
Rasio 30,10 — 40,00% Cukup
Rasio 40,10 — 50,00% Baik
Rasio di atas 50,00% Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM, 1991 (Mariana, 2005).

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan derah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak
daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah
(Suhadak dan Nugroho, 2007:135). Menurut Thamrin Simanjuntak dalam Halim
(2004:94), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Thamrin
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Simanjuntak dalam Halim (2004:94) menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah
Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Hasil retribusi daerah
Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan
umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan
dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

4. Lain-lain PAD yang sah;
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga.

G. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari penelitian
terdahulu. Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nafilah (2013) dengan
judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan
Daerah Kota Makassar dari Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis mengenai intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan
dengan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan
bersifat Deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu terjadi peningkatan kepatuhan Wajib
Pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu

untuk ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding
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dengan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Padahal seharusnya SPT
yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tarigan (2013) dengan judul
Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak di KPP
Pratama Kota Manado dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang
efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mengetahui
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan pajak dari tahun 2008-
2011. Penelitian ini dilakukan dengan metode menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam
kurun waktu empat tahun dari tahun 2008-2011 terus mengalami peningkatan
kecuali pada tahun 2009. Namun, dari target yang di berikan kepada KPP Pratama
Manado sudah terealisasikan secara efektif. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sekarang mengalami peningkatan. Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama
Manado dinilai sudah efektif karena prosentasenya diatas 90%. Kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan dari data 4 (empat) tahun terakhir tahun 2008-2011, yaitu
prosentase rata-rata 5%, kecuali pada tahun 2010 yaitu 6%.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Akirtafanti (2008) dengan
judul Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dalam Rangka
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Universitas Brawijaya Malang. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan realisasi penerimaan Pajak
Reklame di Kabupaten Mojokerto, mendeskripsikan intensifikasi dan ekstensifikasi

pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto dalam
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meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui faktor-faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian ini
dilakukan dengan metode kualitatif peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan
dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan dalam mendapatkan data yang
objektif dalam rangka mengetahui dan memahami tujuannya. Hasil penelitian ini
tentang strategi pemungutan pajak reklame dalam rangka peningkatan Pendapatan
Asli Daerah yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto.
Penerimaan dari sektor Pajak Reklame masih jauh dari kata maksimal, terbukti

dengan banyaknya potensi-potensi reklame yang belum tergali secara maksimal.



Tabel 5. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No. Judul Pendekatan Lokasi Tujuan Penelitian Hasil

1 Intensifikasi | Kualitatif | Dinas Pendapatan | - Menganalisis mengenai | Telah terjadi peningkatan
Pemungutan Daerah Kota intensifikasi pemungutan | kepatuhan Wajib Pajak
Pajak Bumi Makassar Pajak Bumi dan dalam melakukan
dan Bangunan Bangunan di Dinas pembayaran, namun tingkat
di Dinas Pendapatan Daerah Kota | kepatuhan
Pendapatan Makassar ini masih perlu untuk
Daerah Kota ditingkatkan karena
Makassar peningkatan SPT yang

masuk lebih

besar dibanding dengan
jumlah Wajib Pajak yang
melakukan pembayaran.

2 Analisis Kualitatif | KPP Pratama - Tujuan penelitian ini Penerimaan PBB dalam
Efektivitas Kota Manado adalah untuk kurun waktu tahun 2008 -
dan mempelajari, 2011 mengalami
Kontribusi menganalisa dan peningkatan kecuali pada
PBB terhadap menyimpulkan tentang tahun 2009. Namun, dari
Penerimaan efektivitas penerimaan target yang di berikan
Pajak di KPP Pajak Bumi dan kepada KPP Pratama
Pratama Kota Bangunan (PBB). Manado sudah
Manado - Kontribusi Pajak Bumi terealisasikan secara

dan Bangunan terhadap
penerimaan pajak dari
tahun 2008-2011.

efektif. Pemungutan PBB
sekarang mengalami
peningkatan.




Intensifikasi | Kualitatif | Dinas Pendapatan | - Untuk mendeskripsikan | Penerimaan dari sektor
dan Daerah realisasi penerimaan Pajak Reklame masih jauh
ekstensifikasi Kabupaten pajak reklame di dari kata maksimal, terbukti
Pemungutan Mojokerto Kabupaten Mojokerto. dengan banyaknya potensi-
Pajak - Untuk mendeskripsikan | potensi reklame yang belum
Reklame intensifikasi dan tergali secara maksimal.
Dalam ekstensifikasi
Rangka pemungutan pajak
Peningkatan reklame oleh dinas
Pendapatan pendapatan Kabupaten
Asli Daerah Mojokerto dalam

meningkatkan

pendapatan asli daerah.

- Untuk mendeskripsikan

faktor-faktor yang

mendukung dan

menghambat

pelaksanaan intensifikasi

dan ekstensifikasi

pemungutan yang telah

ditetapkan.
Efektivitas Kualitatif | Dinas Pendapatan | - Mendeskripsikan
Intensifikasi dan Pengelolaan pelaksanaan intensifikasi
Pemungutan Keuangan Kota pemungutan PBB-P2 di
Pajak Bumi Surabaya Dinas Pendapatan Kota

dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan

Surabaya.
- Mengetahui efektivitas
intensifikasi pemungutan




(PBB-P2) PBB-P2 terhadap target
serta dan realisasi penerimaan
Kontribusinya pajak yang telah
terhadap ditetapkan.

Pendapatan - Menjelaskan kontribusi
Asli  Daerah PBB-P2 terhadap
(PAD) (Studi penerimaan PAD Kota
Pada Dinas Surabaya.

Pendapatan -
dan

Pengelolaan

Keuangan

Kota

Surabaya)

Sumber: (Data diolah), 2014.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif
melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan
menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah difahami dan
disimpulkan (Azwar, 2013:6). Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2007:5)
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar
alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan
jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana data dan fakta yang
dihimpun selanjutnya diuraikan ke dalam bentuk kata atau gambar, untuk
memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam sehingga memudahkan
dalam mendapatkan hasil yang objektif tentang efektivitas intensifikasi

pemungutan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap PAD di Kota Surabaya.

B. Fokus Penelitian

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan latar
pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-
dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara
mendalam dan tuntas (Bungin, 2010:41). Selanjutnya, fokus penelitian digunakan

dalam mengambil data dan mengolahnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan.
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang

ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

a.

b.

C.

d.

€.

Memperluas basis penerimaan.

Memperkuat proses pemungutan.

Meningkatkan pemungutan.

Meningkatkan Efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik.

2. Efektivitas kegiatan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan

oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang

diketahui menggunakan serangkaian ukuran yang meliputi: hasil, keadilan,

daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai

sumber penerimaan daerah.

3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD.

a. Target dan realisasi PAD.

b. Rasio realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap jumlah penerimaan PAD.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan

sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data

dan informasi berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi

penelitian yang dipilih adalah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya

dipilih menjadi lokasi penelitian ini, karena Kota Surabaya telah melakukan
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pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2011, dan Kota Surabaya merupakan Kota yang
pertama kali melakukan pengalihan PBB-P2 sejak diberlakukannya Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Situs penelitian adalah tempat peneliti akan menangkap keadaan sebenarnya
dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data (Muttagin, 2010:42).
Selanjutnya, situs penelitian yang dipilih adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi dan situs penelitian dikarenakan
Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya telah melaksanakan seluruh kegiatan perpajakan terkait tentang PBB-P2

sejak pengalihan pemungutannya menjadi Pajak Daerah.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data
utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Di dalam penelitian ini, data yang
diperoleh bersifat kualitatif yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan
yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berupa kata-kata
dan tindakan dari hasil wawancara dengan Informan awal dipilih secara purposif
(sengaja) yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Informan awal dari
penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendapatan Kota Surabaya, selanjutnya dalam
mendapatkan data berdasarkan snow ball sampling artinya dapat berkembang
sesuai data yang diperlukan atau dengan kata lain dimungkinkan untuk menemui
informan baru yang lebih khusus lagi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku

literatur, Undang-undang, catatan pribadi, dokumen, data statistik atau arsip dari
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Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, dan kompilasi data serta beberapa
laporan penelitian, juga catatan yang relevan dengan obyek penelitian yang

memberikan informasi dalam penelitian yang dilakukan.

E. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah:
1. Wawancara

Berg (2007:89) membatasi wawancara sebagai suatu percakapan
dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi. Pada
saat melakukan wawancara, peneliti sebagai interviewer (penanya)
menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
alternatif jawabannya telah disiapkan. Selanjunya, Moleong (2007:186)
menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara)
yang mengajukan pertanyaan dan interviewee (terwawancara) Yyang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Selanjutnya, dalam penelitian ini digunakan metode wawancara
mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam adalah tanya jawab
yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan
(McMillan dan Schumacher, 2001:443). Untuk mempermudah pelaksanaan
wawancara, setiap responden yang telah ditetapkan diberi pertanyaan yang
sama, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang menyesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan pengumpulan data. Selanjutnya akan dipilih responden
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yang dianggap memiliki potensi dan menguasai tentang pelaksanaan
perpajakan, khususnya tentang PBB-P2.
2. Dokumentasi

McMillan dan Schumacher (2001:42) menjelaskan bahwa dokumen
merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa
catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Guba dan
Lincoln dalam Moleong (2007:216) menjelaskan dokumen ialah setuap bahan
tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya
permintaan seorang penyidik. Selama penelitian ini peneliti akan
mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen seperti Undang-
undang, Peraturan Daerah, Struktur Organisasi, dokumen target dan realisasi
penerimaan PBB-P2, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tujuan

penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti

dalam mengumpulkan data. Lincoln dan Guba (1985:43) menjelaskan bahwa

manusia sebagai instrument pengumpulan data memberikan keuntungan, dimana ia

dapat bersifat fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat

indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Sehingga dalam penelitian ini,

peneliti sebagai instrument penelitian harus memiliki keunggulan dalam prosedur

penelitian, etika penelitian, personalitas, intelektualitas, serta cara-cara untuk

berkomunikasi dengan baik dalam melakukan penelitian. Selanjutnya untuk
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membantu peneliti selama kegiatan penelitian digunakan beberapa instrumen
pendukung, antara lain:

1. Interview Guide (Pedoman wawancara)
Petunjuk wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan
isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat
seluruhnya tercakup (Moleong, 2007:187). Penelitian ini dilaksanakan
dengan menyusun garis besar dan tentang informasi yang ingin didapatkan
dengan tujuan memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara.
Sehingga seluruh pokok-pokok wawancara dapat tersampaikan dengan
baik.

2. Field Note (Catatan Lapangan)
Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu
mengadakan pengamatan wawancara, atau menyaksikan suatu kejadian
tertentu (Moleong, 2007:144). Catatan itu berupa coretan seperlunya
tentang pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, dalam bentuk
kalimat, gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain yang dibuat
langsung pada buku catatan ketika peneliti berada di lapangan. Selama
penelitian ini, peneliti memanfaatkan alat tulis dalam melakukan
pencatatan.

3. Recorder (Alat Perekam)
Perekaman data melalui tape-recorder hendaknya dilakukan dengan
memperoleh persetujuan terwawancara terlebih dahulu (Moleong,

2007:206). Selama penelitian ini, peneliti dalam kegiatan wawancara akan
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menggunakan alat perekam, seperti tape-recorder, kamera, handphone, dan
alat perekam lainnya yang sejenis. Penggunaan alat perekam akan
dijelaskan terlebih dahulu kepada informan sebelum pelaksanaan penelitian
dilaksanakan.  Tujuannya  penggunaan alat perekam  untuk
mendokumentasikan semua yang diperoleh selama kegiatan penelitian,

sehingga akan memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif di lapangan
Model interaktif Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif merupakan upaya
yang berlanjut, berulang terus menerus (Miles dan Huberman, 1992:20). Analisis
terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).
Berikut merupakan gambaran analisis data penelitian kualitatif model interaktif

Miles dan Huberman yang digunakan dalam penelitian ini:

Pengumpulan
Data

Pennyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan-kesimpulan:
Penarikan/Verifikasi

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20).
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Setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya data yang telah
dikumpulkan akan direduksi dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kasar dari catatan-catatan tertulis
di lapangan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyajikan informasi untuk
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam tahap penarikan
kesimpulan/verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari data yang

telah dianalisis.

H. Uji Keabsahan Data

Penetapan keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui
dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi
positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, Kkriteria, dan
paradigmanya sendiri (Moleong, 2007:321). Menurut Moleong (2007:324),
pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas empat kriteria yang digunakan,
yaitu, derajat kepercayaan  (credibility), keteralihan (transferability),
kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Penelitian ini
menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (credibility)

Derajat kepercayaan data dalam penelitian ini di dapatkan oleh peneliti

dengan menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi adalah

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

(Moleong, 2007:330). Menurut Denzim dalam Moleong (2007:330) ada

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan
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penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik pemeriksaan
triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.
Menurut Patton dalam Moleong (2007:330) menjelaskan triangulasi dengan
sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sumber dilakukan dalam penelitian
ini dengan mencari data dari sumber yang beragam dan masih terkait satu
dengan yang lainnya, kemudian data yang dideskripsikan, dan dikategorikan
menurut pandangan yang sama ataupun berbeda untuk diambil sebuah
kesimpulan. Setelah terdapat sebuah kesimpulan, sumber tersebut dikaitkan
dengan data dokumen yang berkaitan.

. Keteralihan (transferability)

Keteralihan menurut Moleong (2007:324) berbeda dengan validitas
eksternal dari non kualitatif. Untuk menguji standar keteralihan dalam
penelitian ini diterapkan dengan membuat laporan secara rinci, jelas,
sistematis, dan dapat dipercaya yang menggambarkan semua yang terkait
tentang penelitian yang dilakukan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan
harapan agar pembaca dapat dengan jelas memahami gambaran dan seluruh
isi dari penelitian yang dilakukan.

. Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan subtitusi istilah reliabilitas dalam penelitian
yang nonkualitatif (Moleong, 2007:325). Jika dua atau beberapa kali

diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan



39

hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.
Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian,
audit dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit
keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

. Kepastian (confirmability)

Kriterium  kepastian menurut Moleong (2007:325) berasal dari konsep
objektivitas menurut nonkualitatif. Objektif atau tidak bergantung pada
persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan
seseorang (Moleong, 2007:325). Pengujian kepastian dilakukan dengan
menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan,
apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang

dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar kepastian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kota Surabaya

a. Sejarah Singkat

Cerita Sejarah Kota Surabaya kental dengan nilai kepahlawanan.
Sejak awal berdirinya, kota ini memiliki sejarah panjang yang terkait
dengan nilai-nilai heroisme. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura (berani)
dan baya (bahaya), yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani
menghadapi bahaya yang datang. Nilai kepahlawanan tersebut salah
satunya mewujud dalam peristiwa pertempuran antara Raden Wijaya dan
Pasukan Mongol pimpinan Kubilai Khan di tahun 1293. Begitu
bersejarahnya pertempuran tersebut hingga tanggalnya diabadikan menjadi
tanggal berdirinya Kota Surabaya hingga saat ini, yaitu 31 Mei.
b. Kondisi Geografis dan Topografi

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur yang
terletak pada koordinat 07°9° — 07° 21° LS (Lintang Selatan) dan 112° 36°-
112° 54 BT (Bujur Timur). Luas wilayah Kota Surabaya mencapai
33,306.30 Ha yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Batas
wilayah Kota Surabaya meliputi:

Sebelah Utara  : Selat Madura

Sebelah Timur : Selat Madura

40
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Sebelah Selatan : Kabuten Sidoarjo

Sebelah Barat  : Kabupaten Gresik
Secara Topografi Kota Surabaya merupakan daerah dengan daratan
rendah yaitu 80,72% (25.919,04 Ha) dengan ketinggian antara -0,5s/d 5 m
SHVP atau 3 s/d 8 m LWS, sedangkan sisanya merupakan daerah
perbukitan yang terletak di wilayah Kota Surabaya Barat (12,77%) dan
Surabaya Selatan (6,25%). Adapun kemiringan lereng tanah berkisar 0-2%
daerah datar rendah dan 2-15% daerah perbukitan landai. Jenis batuan yang
ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-
unit pasir. Sebagia besar jenis tanah berupa tanah alluvial, hasil endapan
sungai dan pantai, dibagagian barat terdapat pebukitan yang mengandung
kapur tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya,
Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Curah hujan rata-rata 183,2 mm, curah hujan di atas 200 mm terjadi pada

buan Desember s/d Mei. Berikut ini peta wilayah Kota surabaya:

Gambar 3. Peta Kota Surabaya
Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014.
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c. Jumlah Penduduk

Surabaya merupakan Kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam
etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa.
Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak,
Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya
membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota
Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli
dan orang Madura. Jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai sekitar
3,110,187 orang di Tahun 2012.
d. Kondisi Ekonomi

Surabaya telah mengklaim dirinya sebagai Kota Jasa dan
Perdagangan. Lebih dari itu Kota Surabaya adalah Kota bisnis dengan
berbagai aktivitas yang berlangsung. Ibarat sebuah toko, Surabaya adalah
Toko Serba Ada. Didalamnya berlangsung segala aktivitas, serta tersedia
segala fasilitas yang mendukung. Predikat Surabaya sebagai Kota dagang,
terdapat beberapa pilar-pilar utama penyangganya. Lokasi-lokasi ini yang
menjadi ruang-ruang terjadinya altivitas perdagangan. Tampilan menarik,
suasana nyaman, serta harga yang pasti merupakan keunggulan pasar
modern yang sesuai dengan sibuknya aktivitas masyarakat kota. Pasar
modern tersebar di seluruh penjuru kota Surabaya, baik di pusat maupun di
pinggiran kota. Keberadaan pasar modern yang banyak ini memberikan
pilihan lebih banyak kepada masyarakat. Jumlahnya akan terus

berkembang seiring meningkatnya investasi di Surabaya.
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2. DPPK Kota Surabaya

a. Profil dan Lokasi

Sejak ditetapkan menjadi organisasi yang fokus pada pengelolaan
pendapatan daerah tertentu, khususnya dalam pengelolaan sektor
perpajakan daerah, keberadaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dalam perkembangannya dituntut agar dapat mendiskripsikan
berbagai kemampuan dari fungsi yang dimilikinya. Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang terdapat di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya.
Secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas membantu
penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang
menjadi urusan daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya pada tahun 2005 disebut sebagai Dinas Pajak, yang kemudian
pada tahun 2008 diubah menjadi DPPK. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan terbentuk berdasarkan peraturan nomor 14 tahun 2005 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya. Dengan dilantiknya kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan oleh kepala daerah Kota Surabaya
pada tahun 2007, maka kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya resmi mulai beroperasi.

Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota
Surabaya berada di Jalan Jimerto Nomor 25-27 lantai I-1l. Kantor Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya terletak di belakang

gedung balai kota Surabaya. Gedung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
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Keuangan Kota Surabaya memiliki lokasi yang stategis dan berada di

tengah-tengah wilayah SKPD yang ada di kota Surabaya sehingga mudah

untuk dijangkau untuk mendapatkan pelayanan. Selain menempati lokasi

tersebut DPPK juga memiliki 8 unit pembantu berupa Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) diberbagai lokasi, antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

UPTD 1 beralamat di jalan Jakarta Barat 2A, dengan wilayah kerja
Kecamatan Bubutan, Pabeancantikan, Krembangan dan Semampir.
UPTD 2 beralamat di jalan Tambak Rejo V/1, dengan wilayah kerja
Kecamatan Tegalsari, Simokerto dan Genteng.

UPTD 3 beralamat di jalan Sukodami 1, dengan wilayah kerja
Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak dan Kenjeran.

UPTD 4 Beralamat di jalan Dukuh Kupang Barat 1/25, dengan
wilayah kerja Kecamatan Asemrowo, sukomanunggal, Sawahan dan
Dukuh Pakis.

UPTD 5 beralamat di jalan Darmo Indah Barat /1, dengan wilayah
kerja Kecamatan Pakal, Benowo, Tandes dan Sambikerep.

UPTD 6 beralamat dijalan Raya Menganti Wiyung 247, dengan
wilayah kerja Kecamatan Karangpilang, Wiyung, Lakarsantri dan
Jambangan.

UPTD 7 Beralamat di jalan Jemursari Utara I\V/1 dengan wilayah
kerja Kecamatan Gatungan Wonokromo, Wanocolo dan Tenggilis

Mejoyo.
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8) UPTD 8 beralamat di jalan Rungkut Asri Timur XVIII No. 2 /RK-
5L dengan wilayah kerja Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut,
Mulyorejo dan Sukolilo.

b. Visi dan Misi

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

memiliki visi “Pengelolaan Keuangan dan Pemungutan Pajak yang

Profesional, Transparan dan Akuntabel”. Adapun maksud dari visi tersebut

tercemin dari 3 kata kunci yaitu:

1) Profesional

2)

3)

Professional memiliki arti selalu mengembangkan (meng-update)
diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang ada
sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di
bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

Transparan

Memegang prinsip transparan sebagai satuan kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi Keuangan Daerah
harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka
serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai
peraturan perundangan.

Akuntabel

Akuntabel memiliki arti pengelolaan keuangan daerah yang
tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat

dipertanggungjawabkan. Visi tersebut sejalan dengan visi kota yang
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telah ditetapkan di Rancangan Awal RPJM vyaitu "Surabaya Cerdas

dan Peduli”. Adanya unsur kecerdasan dalam visi kota akan selalu

berdampak pada sikap yang profesional.

Upaya dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya memiliki misi
“Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Efektif dan Efisien”. Arti dan makna misi Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tercermin dalam 2 kata yaitu
Efisien dan Efektif yang memiliki makna sebagai berikut:

1) Efisien

Efisien adalah bahwa dalam menyusun, melaksanakan,

mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan yang ada

di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menggunakan sistem dan

prosedur dalam pengelolaannya.

2) Efektif

Efektif yang memiliki arti dalam menyusun, melaksanakan, dan

mempertanggungjawabkan keuangan daerah, penggunaan APBD di

sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

c. Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya

Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor

8 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi
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Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya digambarkan

dalam gambar dibawah ini.
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Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi DPPK Kota Surabaya.
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d. Struktur Organisasi Bidang Pendapatan Pajak Daerah

Pelaksanaan perpajakan terkait tentang PBB Perkotaan di Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menjadi bagian dari

Bidang Pendapatan Pajak Daerah yang berada dibawah wewenang Kepala

seksi Pajak Penerangan dan Parkir. Struktur organisasi bidang pendapatan

pajak daerah digambarkan dalam gambar di bawabh ini.
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Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Bidang Pendapatan Pajak Daerah
Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014.
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e. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya nomor 42 tahun
2011 tentang rincian tugas dan fungsi dinas kota Surabaya pasal 191, Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.
Penyelenggaraan tugasnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabaya memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan
keuangan.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pokoknya.
4) Pengelolaan ketatausahaan dinas; dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam Lampiran 1, menetapkan bahwa
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kota Surabaya dalam
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menjalankan kegiatan terkait tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengesahkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan yang terdapat dalam Lampiran 2. Seperti yang
dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan
dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 17.00 WIB bahwa:
“Kalau di Kota Surabaya itu setelah disahkannya UU Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutannya
dialihkan menjadi wewenang Pemerintah Daerah, semua peraturan

yang terkait dengan PBB diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda
Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010”.

Begitu juga dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota
Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB
bahwa “Sejak pengalihannya menjadi Pajak Daerah, semua ketentuan tentang
PBB di Kota Surabaya diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan”.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terdapat dalam Lampiran 2,
dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah Setiap Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut
pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan. Penjelasan dalam Peraturan
Daerah tersebut berbeda dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan tersebut tidak membahas

tentang PBB untuk Perdesaan, karena wilayah Kota Surabaya semuanya



o1

berupa daerah perkotaan, oleh sebab itu Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi
dan Bangunan hanya membahas tentang wilayah perkotaan, seperti yang
dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam
wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB bahwa “Kalau di
Surabaya itu seluruh wilayahnya itu Perkotaan, jadi semua di sini itu
Kelurahan, gak ada Desa di Kota Surabaya, makanya hanya Perkotaan saja
yang disebutkan dalam Perda tersebut”. Hal yang sama juga disampaikan oleh
IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam
wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 17.00 WIB bahwa, “Seluruh
wilayah Kota Surabaya itu merupakan wilayah perkotaan, jadi semuanya itu
meliputi kelurahan, tidak ada yang namanya desa, sehingga Perda yang ada
hanya mengatur tentang PBB Perkotaan saja”.
2. Penetapan NJOP dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Dasar penetapan NJOP PBB Perkotaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya menurut penjelasan dari IN sebagai Kasub Unit
Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17
April 2014, pukul 15.41 WIB yaitu:

“Kalau untuk dasar penetapan NJOP, kita setiap tahun mesti evaluasi,

terutama akhir tahun karena kan penetapannya 1 Januari, jadi akhir

tahun kita evaluasi terutama harga-harga tanah yang melakukan

transaksi. Jadi yang ada kenaikan harga tanah kita evaluasi Kkita

tetapkan NJOPnya sesuai dengan arah pergerakan harga tadi, kalau

memang harganya disitu memang ramai mahal ya kita naikkan, itu kita
lakukan setiap tahun evaluasinya”.

Penjelasan terkait tentang penetapan NJOP juga disampaikan oleh BA sebagai

Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal
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24 April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa, “Untuk dasar penetapan NJOP itu
tergantung pada perubahan harga tanah atau bangunan itu sendiri, jadi tiap
terjadi perubahan otomatis NJOPnya juga akan berubah, hal tersebut
dilaksanakan dalam 3 tahun sekali, kecuali untuk daerah tertentu, tergantung
perkembangan wilayahnya”. Penjelasan tersebut diperkuat dengan adanya
peraturan yang terdapat pada pasal 6 tentang dasar penetapan NJOP dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 yang ada dalam
Lampiran 2, menetapkan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuaidengan perkembangan
wilayahnya, penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.
Berkaitan dengan tarif PBB Perkotaan di Kota Surabaya, IN sebagai
Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada
tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB menjelaskan bahwa:
“Kita ada punya 2 tarif yaitu, di bawah 1 Milyar tarifnya 0,1% ya..,
dibawah 1 Milyar 0,1, di atas 1 M adalah 0,2%, 0,2% ya... Di Surabaya
ada disinsentif dan insentif, insentif diberikan yaitu untuk cagar budaya
yang biasa memelihara itu diberikan insentif pengurangan 50% dari
pajak. Trus yang disinsentif itu ada penambahan 50% ya.., contoh
diperumahan ini ada perumahan ya.., ternyata disini membuat dealer
sepeda motor, ini terjadi kemacetan disini, ada limbah disini, ini

dinaikan 50%, jadi pada prinsipnya jatuh nettnya sama seperti amanat
Undang-undang, tertinggi adalah 3%"”.

Demikian juga dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota
Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB
bahwa:

“Di Kota Surabaya itu tarif PBBnya sesuai dengan Pasal 7 dalam Perda
Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 sebesar 0,1% untuk NJOP
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sampai dengan 1 Milyar, dan 0,2% untuk yang di atas 1 Milyar per
tahunnya. Selain itu untuk yang menyebabkan gangguan bagi
lingkungan sekitar kena tambahan tarif 50% dari tarif PBBnya, baik
untuk yang di atas 1 Milyar maupun yang NJOPnya di bawah 1 Milyar,
ada juga keringanan untuk cagar budaya, semua itu ada dalam pasal 7
Perda Nomor 10 Tahun 2010

IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB
dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB juga
menjelaskan bahwa:
“Semua hal yang terkait tentang tarif PBB yang ada di Kota Surabaya
itu ada dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010
tentang PBB, disitu dijelaskan mengenai tarif PBB yang untuk yang di
atas NJOP maupun di bawah NJOP, selain itu juga dijelaskan tentang

tambahan dan pengurangan tarif PBBnya untuk Objek Pajak yang
masuk dalam kriteria tertentu sesuai yang diatur dalam Perda itu”.

Pemerintah Kota Surabaya mengatur tarif PBB Perkotaan dalam
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan. Peraturan tentang tarif yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada dalam Lampiran 1,
yaitu tarif yang boleh ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi adalah
sebesar 0,3% . Tarif PBB Perkotaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Surabaya dalam Pasal 7 Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen)
per tahun, sedangkan NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, untuk pemanfaatan

bumi dan/atau bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap
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lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen)
dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan, dan untuk pemanfaatan bumi dan/atau
bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan
cagar budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Potensi PBB Perkotaan

Potensi penerimaan PBB Perkotaan yang ada di Kota Surabaya,
menurut penjelasan dari BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota
Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB
bahwa:

“Untuk potensinya itu cukup tinggi, seiring dengan perkembangan
kota, perkembangan ekonomi juga, jadi banyak bangunan terutama
apartemen, bangunan tinggi yang baru, hotel-hotel juga banyak yang
baru, perumahan-perumahan juga masih tumbuh pesat di Surabaya, trus
juga banyak dibuka akses jalan baru kaya merr, lingkar barat, lingkar
timur itu menyebabkan harga dari tanah itu naik”.

Penjelasan tentang potensi PBB Perkotaan juga dijelaskan oleh IS sebagai
Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam
wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:

“Kalau untuk potensi PBB itu sampai saat ini setiap tahunnya selalu
menunjukan peningkatan, jika dilihat dari luas wilayahnya yang tetap
tidak berubah, itu tidak berarti potensinya tetap, perkembangan
pembangunan yang ada di Surabaya ini yang menjadi pemicu
meningkatnya potensi penerimaan PBB, saat ini banyak perumahan-
perumahan baru, apartemen juga, pembangunan mall dan pusat
perbelanjaan juga ada, itulah yang meningkatkan potensi PBB setiap
tahunnya”.

Potensi PBB Perkotaan yang ada akan terus menunjukan perubahan, seperti

yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan
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Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB
tentang penggalian potensi PBB Perkotaan bahwa:
“Setiap proses yang dilakukan di Dinas Pendapatan, misalkan proses
pembetulan, mutasi, keberatan kita akan survei lapangan, dari situ kita
dapat meningkatkan Kketetapannya, misalkan dulu lantai satu sudah
berubah menjadi lantai dua, dulu tanah kosong sudah ternyata sudah

ada bangunannya, nahh ini adalah penggalian potensi yang belum
tergali, yahh ini untuk PBB menggalinya seperti itu”.

Potensi PBB Perkotaan ditunjukan dengan data luas wilayah Kota
Surabaya berdasarkan data BPS Kota Surabaya tahun 2014 mencapai
33.306,30 Ha yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan, data tersebut
menunjukan sebuah potensi penerimaan pajak dari sektor PBB Perkotaan yang
cukup besar.

Tabel 6. Wilayah Kota Surabaya

Kriteria Jumlah

Luas Wilayah 33.306,30 Ha
Kecamatan 31 Kecamatan
Kelurahan 160 Kelurahan

Sumber: BPS Kota Surabaya (Data diolah), 2014.

Berikut ini merupakan data Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik Kota Surabaya pada Tahun 2010. Data berikut mencakup seluruh
Wilayah Kota Surabaya yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan menunjukan
jumlah rumah tangga, apartemen menurut wilayah dan bukti kepemilikan tanah
tempat tinggal di Kota Surabaya. Data Sensus Penduduk berikut menunjukan

jumlah potensi PBB Perkotaan yang dimiliki oleh Kota Surabaya:



56

Tabel 7. Jumlah Rumah Tangga C1 dan C2 Apartemen Menurut Wilayah dan
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal

Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal (lembar)

Sertifikat Hak | Sertifikat Hak | Sertifikat lain Lainnya
Milik (SHM) Milik (SHM) (SHGB, (Girik, Akte
Kecamatan atas nama bukan atas SHP, SSRS) Jual Beli,
ART nama ART Notaris/PPA
T, dll)
@) ) @) (4) ®)

010 Karang Pilang 9.862 1.189 80 347
020 Jambangan 3.588 449 441 2.355
030 Gayungan 3.351 861 427 854
040 Wonaocolo 6.556 1.552 363 2.147
050 Tenggilis Mejoyo 5.398 802 458 1471
060 Gunung Anyar 5.659 739 587 2.392
070 Rungkut 9.797 1.159 1.246 4.249
080 Sukolilo 9.519 1.327 1.152 3.432
090 Mulyorejo 8.969 1.516 372 3.083
100 Gubeng 6.498 2.477 2.475 8.555
110 Wonokromo 5.108 1.260 5.029 7.356
120 Dukuh Pakis 4.609 757 1.086 2.562
130 Wiyung 8.634 2.133 1.125 851
140 Lakarsantri 7.525 807 198 2.063
141 Sambikerep 7.086 916 633 2.641
150 Tandes 8.495 1.099 138 2.991
160 Suko Manunggal 10.511 1.128 118 2.603
170 Sawahan 11.594 2,717 494 10.176
180 Tegalsari 4.220 1.640 542 5.540
190 Genteng 2.596 1.438 406 1.297
200 Tambaksari 13.061 2.310 2.167 12.283
210 Kenjeran 7.653 1.136 691 14.954
211 Bulak 1.523 94 125 3.578
220 Simokerto 3.476 1.083 1.216 2.065
230 Semampir 8.196 882 416 4.295
240 Pabean Cantian 1.859 613 308 3.136
250 Bubutan 4.431 2.154 1.799 2.215
260 Krembangan 2.569 514 2.926 7.519
270 Asemrowo 1.617 280 226 3.290
280 Benowo 3.897 330 281 4.675
281 Pakal 4.075 633 842 2.920
Kota Surabaya 191.932 35.995 28.367 127.922

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 BPS Republik Indonesia, 2014.

Selain data Sensus Penduduk Tahun 2010, potensi PBB Perkotaan juga

ditunjukan dengan data perkembangan Pendapatan Daerah Regional Bruto

(PDRB) Sektor Konstruksi Kota Surabaya menunjukan angka pertumbuhan

yang cukup baik setiap tahunnya. Berikut ini

pertumbuhan PDRB sektor konstruksi Kota Surabaya:

merupakan gambaran




S7

20.000 18.154
16.218
15.000 240 14.206
11.340 '
10.000
5.000
0
2008* 2009* 2010** 2011** 2012**

Keterangan: *) angka diperbaiki dan **) angka sementara

Gambar 6. Grafik Perkembangan PDRB Sektor Konstruksi
Kota Surabaya (ADHB) Tahun 2008-2012
Sumber: BPS Kota Surabaya, 2014.

4. Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan

Kota Surabaya sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan
dalam mengelola daerahnya harus mampu untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerahnya. Kota Surabaya harus seminimal mungkin
mengandalkan Bantuan PAD dari Pemerintah Pusat, sehingga PAD termasuk
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan harus mampu untuk menopang
pembiayaan Pemerintah Daerah. Seperti penjelasan oleh IS sebagai Kepala
Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara
pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:

“Untuk  meningkatkan  penerimaan PAD, penting untuk

memaksimalkan penerimaan pajak dari potensi yang dimiliki oleh PBB

dengan cara yang baik, target dari realisasi juga harus dicapai, harus

dilaksanakan cara-cara atau stratergi yang efektif dan efisien untuk

melaksanakan pemungutan PBB, sehingga nantinya hasil pemungutan
PBB itu dapat lebih baik”.
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Di waktu yang berbeda, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan
Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB
memberikan penjelasan yang mendukung pentingnya melakukan kegiatan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan, beliau menjelaskan tentang perihal
yang mendasari upaya intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan bahwa:
“Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB itu perlu dilaksanakan
untuk memaksimalkan penerimaan PBB, serta meminimalisir
terjadinya kebocoran pajak yang menyebabkan penerimaan pajaknya
dapat berkurang. Dengan mengoptimalkan pemungutan PBB

diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap
kebutuhan belanja daerah, dapat juga dikatakan kontribusi ke PAD”.

Pemerintah Kota Surabaya secara resmi belum membuat Peraturan
Daerah dan tim khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan, namun dalam pelaksanaanya
kegiatan intensifikasi ini telah dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya untuk
meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan. Selama ini pelaksanaan
intensifikasi pemungutan dilaksanakan oleh karyawan DPPK yang telah
ditunjuk langsung untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan
intensifikasi dilakukan oleh karyawan DPPK secara bergantian. Berikut ini
merupakan penjelasan dari IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan
Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB
menyatakan bahwa:

“Untuk tim intensifikasi kita secara khusus nggak ada. Jadi Kkita

memang, kita memang seperti saya ya.., saya Kasub Unit Penagihan

dan Keberatan Pengurangan. Tapi beban pekerjaannya kalau
pelaporannya belum melakukan kita berikan, kita ini jadi kita silang,
penagihan juga kita silang. Sebenarnya tupoksinya kembali ke masing-

masing, kalau ke penagihan temen-temen bagi penagihan ya.., tapi
semua laporan harus kesaya dulu, tapi semua mereka merasakan. Jadi
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ndak tupoksi ini harus begini tok, nanti kan akhirnya gak imbang, kok
enak satu tenguk-tenguk tok yang satunya ke lapangan terus padahal
penerimaan sama, tapi laporan tetap ke induk masing-masing”.

Penjelasan tersebut didukung oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK
Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12
WIB yang menyatakan bahwa:

“Memang belum ada Perda yang mengatur tentang tim intensifikasi

pemungutan PBB, namun sejauh ini pelaksanaan semua hal yang terkait

dengan pemungutan pajak itu dilakukan oleh Dinas Pendapatan melalui

8 UPTD yang tersebar di Kota Surabaya yang membawahi beberapa

kecamatan setiap UPTDnya”.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dengan dibantu oleh 8 UPTD yang tersebar di Kota Surabaya yang
terdapat dalam Lampiran 3, melakukan kegiatan intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB
Perkotaan. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, seperti penjelasan dari IN sebagai
Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada
tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB yaitu:

“Dalam mengoptimalkan penerimaan PBB, Dinas Pendapatan itu

melakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban pembayaran pajaknya,

kalo gak dengan spanduk ya pemberitahuan bersamaan dengan
pelaksanaan mobling, dalam menjalankan sosialisasi itu juga sekaligus
melakukan pendataan dan pengawasan terhadap objek yang
mencurigakan, dalam artian kemungkinan belum kena pajak atau
melanggar, hal itu tujuannya ke arah perbaikan data SISMIOPnya agar
ketetapan tahun berikutnya bisa berubah. Hal itu juga dimaksudkan

untuk meningkatkan efisiensi administrasi yang ada di Dinas”.

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh

DPPK Kota Surabaya juga dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan
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DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul

16.12 WIB yang menyatakan bahwa:
“Untuk intensifikasi kita ada pendataan, pendataan trus kita juga ada
pemungutan, himbauan, jadi sebelum jatuh tempo itu kita mengedarkan
juga surat himbauan, tujuannya untuk mengingatkan bahwa PBBnya
sudah hampir jatuh tempo, kalau sudah jatuh tempo nanti kena denda,
habis itu ada mobling juga untuk memudahkan masyarakat dalam
membayar pajak, mobling yang dilakukan itu berkoordinasi dengan
Bank Jatim, untuk pemungutan juga kadang melibatkan Linmas, itu

semua merupakan beberapa gambaran Kkegiatan intensifikasi
pemungutan PBB yang dilakukan Dinas”.

Penjelasan informan yang ada, kegiatan intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan merupakan suatu cara yang penting dilakukan oleh DPPK Kota
Surabaya dalam rangka mengoptimalkan potensi PBB Perkotaan yang dimiliki
olen Kota Surabaya, beberapa kegiatan yang dilaksanakan DPPK Kota
Surabaya meliputi:

a. Perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan

Berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor
PBB Perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya melalui DPPK Kota Surabaya
melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan.
Perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan atau yang disebut
dengan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SISMIOPD) dilakukan setiap
saat secara on-line oleh DPPK Kota Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh
IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam
wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa “Nama

data PBB itu namanya SISMIOP tapi di Surabaya pake SISMIOPD Sistem
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Informasi Perpajakan Daerah ada D-nya kalau dulu pusat hanya SISMIOP
kalau Daerah SISMIOPD”.

Perbaikan dan pemeliharaan basis data PBB Perkotaan di Kota
Surabaya terjadi setiap saat, ketika terjadi proses pembetulan data objek
pajak PBB Perkotaan, proses keberatan atas SPPT, dan serta semua hal
yang terkait tentang Objek Pajak PBB Perkotaan. Seperti yang disampaikan
IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam
wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa
“Perbaikan basis data ini dilakukan setiap saat dan setiap hari, disaat proses
yang ada di Dinas baik proses keberatan, pembetulan, pembatalan, jadi
setiap saat dan setiap hari tidak usah menunggu SK turun langsung
eksekusi”. Demikian juga disampaikan oleh IN sebagai Kepala Seksi Pajak
Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada
tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:

“Perbaikan basis data itu dilakukan dalam rangka memperbaruhi

data SISMIOP. Contohnya, setiap permohonan disurvei, jadi

bangunan yang dulunya kosong sekarang sudah dibangun, yang dulu
lantai satu sekarang sudah jadi lantai tiga, itu nantinya di surve tim

verlapnya dan hasilnya langsung dimasukkan untuk memperbaiki
data sebelumnnya”.

Keterangan yang mendukung juga disampaikan olen BA sebagai Staff
Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 24
April 2014, pukul 16.12 WIB yang menyatakan bahwa:

“Untuk terus memperbaruhi data SISMIOP yang terkait tentang
objek PBB, Dinas itu setiap terjadi permohonan keringanan, verlap,
pendaftaran WP baru, dan semua hal yang mempengaruhi
perubahan PBB termasuk berubahnya NJOP selalu melakukan
update data, supaya data yang dimiliki oleh Dinas itu sebisa
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mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, nantinya juga
akan memudahkan dalam mengetahui potensi sebenarnya, serta
pencetakan SPPT di tahun berikutnya’’.

Semua kegiatan yang termasuk dalam pemeliharaan basis data
sistem manajemen informasi objek pajak daerah PBB diatur dalam pasal 7
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran,
Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan
Perkotaan yang ada dalam Lampiran 4. Peraturan tersebut menjelaskan
tentang pemeliharaan basis data di Kota Surabaya dilakukan dengan 2 cara,
yaitu pasif dan aktif. Secara pasif berarti kegiatan pemeliharaan basis data
yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan yang diterima dari wajib
pajak dan/atau pejabat/instansi terkait, yang pelaksanaannya sesuai
prosedur Pelayanan Satu Tempat. Sedangkan secara aktif, yaitu kegiatan
pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Dinas dengan cara
mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada
dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan
menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasaryang terjadi
di lapangan, pelaksanaannya sesuai denganprosedur pembentukan basis
data.

b. Memperkuat proses pemungutan

DPPK Kota Surabaya dalam memperkuat proses pemungutannya
melakukan peningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki
dengan mengadakan beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh seluruh

pegawai, khususnya yang terlibat dalam kegiatan PBB Perkotaan, seperti
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yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan
Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41
WIB bahwa:

“Untuk pelaksanaan PBB kita adanya in house training kita manggil
dari Kanwil Pajak atau dari KPP Pratama, untuk memberikan
pencerahan terhadap PBB vya.., ahli praktisi seperti dari kampus-
kampus itu ada pengembangan baru, itu juga Kkita sering
mendapatkan pelatihan disitu, kalau seperti untuk pemeriksaan kita
ada pelatihan pemeriksaan, untuk yang juru sita kita ada juru sita
sendiri, penyidik juga ada sendiri, jadi kita kembangkan masing-
masing temen”.

Penjelasan yang mendukung juga disampaikan oleh IS sebagai Kepala Seksi
Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada
tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:
“Pelaksanaan intensifikasi pemungutan yang dilakukan oleh Dinas
itu akan lebih baik jika semua SDMnya memiliki kemampuan yang
handal, oleh sebab itu Dinas Pendapatan juga mengadakan pelatihan
untuk pegawainya, khususnya tentang pemungutan pajak, Dinas
melakukan pelatihan dengan bekerja sama dengan KPP, mereka kan

lebih ahli, karena sebelumnya merekalah yang melakukan, jadi
harapan dari pelatihan tersebut juga untuk berbagi pengalaman”.

Selain meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, sejak pengalihan
kewenangan pemungutan PBB Perkotaan menjadi milik daerah, DPPK
Kota Surabaya bersama 8 (delapan) UPTDnya menjadi ujung tombak
pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. Berdasarkan Surat
yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan tentang persetujuan pelaksanaan
pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ada dalam
Lampiran 5, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk

memperkuat dasar pemungutan PBB Perkotaan Kota Surabaya dengan
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mengatur segala urusan perpajakan tentang PBB Perkotaan termasuk tarif
dan tata cara pemungutannya.
c. Meningkatkan pengawasan objek pajak

Upaya yang dilakukan DPPK Kota Surabaya dalam rangka
meningkatkan pengawasan terhadap Objek Pajak PBB Perkotaan juga
melalui beberapa kegiatan meliputi pemeriksaan terhadap data objek pajak,
memeriksa kondisi objek pajak, seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai
Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada
tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa:

“Pengawasan salah satunya ada Tim Pemeriksa, saya selaku tim
pemeriksa. Pengawasan ini saya lakukan, yaitu kalau PBB ya, disaat
SPPTD disampaikan, habis itu dilaksanakan penagihan, kita akan
melakukan pengawasan pencairan tunggakan, yang kedua
pengawasan atas kebenaran data, yaitu Kkita lakukan waktu di
lapangan yaitu ada perubahan atau tidak, itu salah satu pengawasan
yang dilakukan untuk PBB, trus saat pengawasan lagi disaat kita ada
proses keberatan, pengurangan kita melakukan penelitian atas data
yang ada, data eksternal maupun internal yang ada kita akan
melakukan verifikasi dan pencocokan, setelah dilakukan penilaian
nanti pemeriksaan”.

Penjelasan tentang pengawasan juga disampaikan oleh IS sebagai Kepala
Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara

pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas itu meliputi pengawasan
terhadap objek pajak, misalkan secara berkala dinilai NJOPnya,
apakah berubah atau tidak, jika ada perubahan hasil dari pengawasan
yang dilakukan langsung dinaikan ke bagian pendataan untuk
diperbarui datanya, selain itu dengan diterapkannya sanksi bagi WP
atas keterlambatan yang dilakukan juga bisa menjadi salah satu
bentuk pemberian kontrol atau pengawasan, diharapkan WP akan
terus untuk melaksanakan kewajibannya sebelum melewati masa
jatuh tempo pembayaran”.
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Pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak yang bermasalah, itu juga
merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengawasan, seperti yang
dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan
Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41
WIB bahwa:

“Sanksi administrasi law enforcement tetap kita tegakan, jadi atas

keterlambatan SPPT kita denda 2% maksimal 24 bulan, trus atas

STPD Surat Tagihan Pajak, apabila dalam surat tagihan pajak itu

kita sudah terbitkan dia gak bayar, dia akan kena namanya sanksi

berupa denda 2% maksimal 15 bulan ya... Kalau SPOP yang tidak
benar ini belum kita jalankan memang ada sanksinya, penyampaian

SPTPD/SPOP yang tidak benar akan ada kenaikan 25%, ini yang
belum kita lakukan”.

Namun, saat ini DPPK Kota Surabaya masih belum melaksanakan sanksi
tentang pengisisan SPOP yang tidak benar, hal itu dikarenakan sejak masih
dipegang oleh Pemerintah Pusat, sanksi untuk SPOP itu sendiri masih belum
pernah dilakukan. Berikut ini merupakan penjelasan dari IN sebagai Kasub
Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal
17 April 2014, pukul 15.41 WIB bahwa “Karena SPOP selama ini di pusat
sendiri gak pernah dilakukan, pengisian surat pemberitahuan objek pajak,
kalu SPTPD ini untuk pajak daerah lainnya”. Penjelasan tersebut juga
didukung oleh Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pasal Pasal 14 Ayat 2.
Peraturan Daerah tersebut menetapkan sanksi jumlah kekurangan pajak
yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
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paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya
pajak.
d. Meningkatkan efisiensi administrasi,

DPPK Kota Surabaya dalam pelaksanaan administrasi
perpajakannya khususnya dalam sektor PBB Perkotaan lebih
mengoptimalkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Seperti yang
dijelaskan oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir,
PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul
10.02 WIB bahwa:

“Sekarang ini semua kegiatan yang terkait tentang pelaksanaan

pemungutan PBB sudah on-line semua, jadi sudah memaksimalkan

sistem komputer semua, harapannya agar semuanya lebih efektif

dan efisien, selain itu juga memudahkan dalam pelayanan juga bisa
lebih cepat, dan yang pasti lebih memudahkan”.

Penjelasan yang sama juga disampailan oleh BA sebagai Staff Seksi
Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April
2014, pukul 09.45 WIB bahwa “Untuk administrasi hampir secara
keseluruhan sekarang kita on-line semua, untuk pembukan, administrasi
kita pake on-line semua, jadi lebih efisien secara biayanya, tidak seperti
dulu”. Penjelasan tersebut juga didukung oleh keterangan yang
disampaikan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan
Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41
WIB menyatakan bahwa:

“Sistem sekarang sudah komputerise semua, itu efisiensi sekali,

terus punya database efisiensi, untuk pelayanan tidak menunggu

lama, tinggal ngeklik-ngklik aja, jadi rumah sudah ada, uteknya ada
tinggal kita perintah dia akan mencari sendiri, kalau dulu manual
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kan harus buka buku, mboko dipetani sedino gak teka-teka, akhirnya
gak ketemu-ketemu, sekarang SPTPD aja kita scan. Jadi arsip kita
untuk simpanan database kita punya, gak perlu kita harus mencari,
tetap kita punya untuk hardcopy sofcopy. Itu salah satu efisiensi,
dengan adanya teknologi itu sangat efisien untuk SDM, gak perlu
buanyak-banyak tapi kalau untuk SDM pendataan butuh banyak,
untuk administrasi yang tidak membutuhkan banyak”.

itu, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan

wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB juga

menjelaskan tentang pelaksanaan pekerjaan yang menurut beliau

merupakan salah satu bentuk efisiensi dalam beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam melakukan penagihan langsung saya potret kaya gini,
contohnya seperti ini (beliau menunjukan gambar hasil pemeriksaan
yang dilakukan saat menemui objek pajak yang dianggap
merupakan potensi bagi penerimaan pajak), ini kan PBB yang dulu
gak ada rumah makannya ternyata dimanfaatkan rumah makan, saya
potret nanti saya kirimkan kesana, sini ada tumbuh restoran baru,
nahh ini caranya, ini pekerjaan yang paling efisien”.

Selanjutnya BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam

wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB menjelaskan

mengenai upaya meningkatkan efisiensi tersebut juga dilakukan untuk

meminimalisir biaya pemungutan dengan mengoptimalkan Sumber Daya

Manusia yang dimiliki oleh DPPK Kota Surabaya, beliau menjelaskan

bahwa:

“Dalam rangka meminimalisir biaya pemungutan, kita salah satunya
ya ini, door to door tadi, jadi kita langsung petugas kita yang jemput
bola ke masing-masing objek pajak yang nagih, jadi biaya
pemungutan untuk mekanisme lain itu bisa di tekan, yang utama
door to door sih yang kita lakukan. Jadi door to door itu Kkita disini
tiap karyawan dikasih 100 himbauan, jadi masing-masing orang
bertanggung jawab atas SPPT yang dipegang langsung ke WPnya”.
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Berdasarkan penjelasan di atas, pada intinya DPPK Kota Surabaya
melakukan upaya untuk meminimalisir biaya pemungutan, serta
meningkatkan efisiensi administrasinya dengan memanfaatkan kemampuan
Sumber Daya Manusia dan teknologi yang dimilikinya saat ini. Upaya
tersebut dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya dengan memberikan
tanggung jawab tambahan bagi semua karyawannya untuk menyampaikan
himbauan SPPT kepada Wajib Pajak. Di samping itu, DPPK Kota Surabaya
juga memaksimalkan perkembangan teknologi untuk menunjang efektivitas
dan efisiensi segala urusan aktivitas administrasi mereka, serta
memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk lebih memaksimalkan
Kinerjanya.

e. Koordinasi dengan instansi terkait

DPPK Kota Surabaya dalam menjalankan kegiatan perpajakan
daerah, khususnya terkait dengan PBB Perkotaan secara langsung juga
melibatkan beberapa instansi yang bertujuan untuk memperlancar
kegiatannya, beberapa diantaranya meliputi, Kelurahan, Linmas, Satpol PP,
dan Bank Jatim. Upaya tersebut disampaikan oleh IN sebagai Kasub Unit
Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24
April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa:

“Koordinasi kita laksanakan dengan beberapa pihak, seperti dengan

kelurahan, kita koordinasi tentang penyampain SPPTnya, sebelum

nanti dilanjut ke RT RW Kita juga ada koordinasi lagi, selain itu
dalam pelaksanaan mobling kita juga ada koordinasi dengan Bank

Jatim untuk penerima pajaknya, dan juga ada koordinasi dengan

Linmas juga untuk pemungutan PBB apabila dirasa memang
memerlukan bantuan Linmas”.
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Di waktu yang berbeda, BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota
Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB
menjelaskan tentang koordinasi yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya,
bahwa:

“Dalam melakukan pemungutan PBB DPPK melakukan koordinasi
dengan instansi lain, seperti yang saya jelaskan tadi kita dengan
kelurahan juga difasilitasi, trus kita juga dengan Bank Jatim
terutama selaku penerima uangnya, trus juga untuk penagihan kita
bersama Linmas dan Satpol PP, itu yang terlibat langsung, kalau
untuk yang tidak langsung banyak juga, jadi untuk penarikan PBB
menara ini Kita kan juga ada dari Diskominfo”.

Keterangan tersebut didukung oleh penjelasan IS sebagai Kepala Seksi
Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada
tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB menyatakan bahwa:
“Untuk pemungutan PBB DPPK tidak sendirian, kami juga
melibatkan pihak Kelurahan untuk penyampaian SPPT, trus untuk
pemungutan pada saat-saat penting kita melibatkan Satpol PP dan
Linmas, trus kita juga berkoordinasi dengan Bank Jatim selaku kas
daerah dalam pembayaran PBB, mereka juga terlibat dalam kegiatan
mobil keliling”.
f. Sosialisasi
Sosialisasi  dilakukan olen DPPK Kota Surabaya untuk
menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban
perpajakan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dalam melakukan
sosialisasi DPPK Kota Surabaya melakukan beberapa upaya, seperti yang
disampaikan oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya
dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB bahwa:
“Untuk sosialisasinya berkoordinasi dengan pihak kelurahan,

kelurahan nanti memfasilitasi untuk pertemuan dengan warga di per
RW itu kita sosialisasi, kita juga ada kegiatan mobling itu kita pakai
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pengeras masjid itu untuk woro-woro bahwa ada mobil keliling
untuk pembayaran di suatu tempat. Jadi tempat itu gak harus di
kantor kelurahan, bisa di lapangan, bisa di pasar, jadi kita
informasinya bisa lewat situ”.

Keterangan tersebut didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh IS
sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB
dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB
menyatakan bahwa:
“Dalam upaya meningkatkan penerimaan PBBnya, DPPK Kota
Surabaya juga melakukan sosialisasi ke Kelurahan, nanti diteruskan
ke RT dan RW, disamping juga memasang spanduk-spanduk
himbauan tentang PBB di beberapa tempat yang strategis, tujuannya
agar sosialisasi yang dilakukan dapat disampaikan kepada

masyarakat secara luas yang menetahui dan membaca spanduk
tersebut”.

Tanggapan yang mendukung pernyataan tersebut disampaikan oleh BT
sebagai Wajib Pajak PBB Perkotaan dalam wawancara pada tanggal 30
April 2014, pukul 14.15 WIB, beliau menyatakan bahwa “Sosialisasi ada,
biasanya juga di dalam bentuk spanduk spanduk gitu, isinya pemberitahuan
jatuh tempo pembayaran PBB”. Penjelasan yang sama juga disampaikan
oleh BR sebagai Wajib Pajak PBB Perkotaan dalam wawancara pada
tanggal 29 April 2014, pukul 09.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa,
“Untuk sosialisasi itu ada mas, biasanya saya pernah lihat itu mobil keliling
sambil menyampaikan informasi tentang PBB, selain itu juga pernah lihat
spanduk-spanduk PBB”’.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, sosialisasi yang
dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya pada dasarnya bertujuan untuk

meningkatkan penerimaan pajaknya, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan
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Perkotaan. Sosialisasi dilaksanakan DPPK Kota Surabaya dengan
koordinasi bersama pihak Kelurahan, yang selanjutnya mengumpulkan
warga dari masing-masing RW setempat untuk mendapatkan penjelasan
terkait kewajiban perpajakan khususnya Pajak bumi dan Bangunan
Perkotaan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Di samping itu, DPPK
Kota Surabaya juga memasang spanduk-spanduk yang berisi tentang
himbauan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dibeberapa tempat yang
strategis sebagai bentuk menyampaikan sosialisasi lebih lanjut.
g. Mobil Keliling PBB Perkotaan
DPPK Kota Surabaya dalam rangka mengoptimalkan pemungutan
PBB Perkotaan mengadakan pelayanan pemungutan PBB Perkotaan
menggunakan Mobil Keliling. Upaya tersebut dilakukan guna memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak PBB
Perkotaan. Seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan
dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014,
pukul 16.12 WIB tentang rutinitas melaksanakan mobil keliling bahwa:
“Rutinitas kita setiapmelakukan mobling, pada waktu keliling kita
juga ada dari Bank Jatim, ada UPTD juga selaku
kepanjangtangannannya dari DPPK, ada 8 UPTD vyang terlibat
untuk membantu proses pemungutan mobling, mobling ini

dilakukan tujuannya agar memudahkan masyarakat dalam
membayar PBBnya”.

Berkaitan tentang Mobil Keliling IS sebagai Kepala Seksi Pajak
Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada

tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB menyatakan bahwa:
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“Mobil keliling merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan
penerimaan PBB, selain itu juga untuk mensukseskan pelayanan
PBB, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat Kota Surabaya selaku Wajib Pajak. Ini merupakan salah
satu terobosan yang diharapkan kesadaran masyarakat sebagai
Wajib Pajak bisa lebih meningkat, serta mempermudah mereka
untuk membayar PBB”’.

Pelaksanaan mobil keliling bekerjasama dengan pegawai Bank
Jatim sebagai pihak yang menerima pembayaran PBB Perkotaan.
Selanjutnya pihak Bank Jatim sebagai teller yang menerima pembayaran
PBB Perkotaan dari Wajib Pajak akan langsung memasukan hasil transaksi
tersebut ke Kas Daerah. Seperti yang dijelaskan oleh BA sebagai Staff Seksi
Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April
2014, pukul 09.45 WIB menyatakan bahwa “Kita kerjasama dengan Bank
Jatim jadi petugas DPPK tidak menerima uang, uang pembayaran langsung
masuk di rekening Bank Jatim, jadi setiap mobil keliling atau loket itu yang
menerima uang langsung teller Bank Jatim”.

Dilaksanakannya pemungutan PBB Perkotaan menggunakan mobil
keliling sangat menguntungkan bagi DPPK Kota Surabaya dan Wajib Pajak.
Adanya mobil keliling memudahkan masyarakat untuk membayar
tanggungan PBB Perkotaan mereka, masyarakat mengakui bahwa mereka
tidak perlu repot-repot unuk pergi ke Bank dalam memenuhi kewajiban
PBB Perkotaan mereka. Berikut ini merupakan penjelasan dari Wajib Pajak
PBB Perkotaan di Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30 April
2014, pukul 19.15 WIB menyatakan bahwa “Mobil keliling yang datang ke

kelurahan itu sangat membantu mas, jadi masyarakat gak perlu repot-repot
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pergi ke Bank, kalo kaya gini kan kerjaan susah buat ditinggalin, jadi
menurut saya pribadi memang lebih terbantu dengan adanya mobil
keliling”.

Sejauh ini pelaksanaan mobil keliling pembayaran PBB Perkotaan
yang dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya sudah bisa dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat Kota Surabaya. Sebelum mengadakan mobil
keliling di suatu tempat, DPPK terlebih dahulu memberikan informasi
tentang lokasi pembayaran tersebut, jadwal pelaksanaan mobil keliling yang

telah dilakukan DPPK Kota Surabaya terdapat pada Lampiran 6.

5. Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB Perkotaan

Mekanisme dan prosedur pemungutan PBB Perkotaan seperti yang
dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan
dalam wawancara pada tanggal 24 April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa:

“Setelah ketetapan ditetapkan itu akan diterbitkan per 1 januari sudah
ada penetapan pajak, itu dicetak secara masal, baru kita kirimkan ke
masyarakat, melalui UPTD dan Kelurahan, habis itu disampaikan ke
RT untuk proses pungut, baru kita sama-sama masyarakat kita lakukan
pemungutan, dikatakan pemungutan itu kan dari awal sampai akhir,
dari penetapan, pendataan, penetapan sampai penagihan”.

Berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pemungutan PBB Perkotaan juga
dijelaskan oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB,
dan BPHTB dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB
menyatakan bahwa:

“Pemungutan PBB itu dilakukan setelah SPPT dicetak oleh Dinas,
selanjutnya setelah itu akan dikirim ke masing-masing UPTD yang
menaungi beberapa kecamatan di wilayahnya, selanjutnya akan
didistribusikan ke Kelurahan untuk nantinya disampaikan ke RT RW
untuk diserahkan ke masyarakat”.
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Berikut ini merupakan data tentang mekanisme dan prosedur pemungutan PBB

Perkotaan di Kota Surabaya:

SPPT dicetak oleh

DPPK Kota Surabaya 8 (delapan) UPTD

.

A 4

RT/RW Kelurahan
\

Wajib Pajak

memiliki tunggag\ tanpa tunggakan
Bendaha?gPPK Kota \B:nk b =
Surabaya
\/
Kas Daerah

Gambar 7. Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB Perkotaan Kota
Surabaya
Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014.

Gambar 7 menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan
pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya dilakukan oleh DPPK Kota
Surabaya. Setiap tahunnya SPPT PBB Perkotaan dicetak secara massal dan
didistribusikan ke 8 (delapan) UPTD, selanjutnya didistribusikan menuju ke
Kelurahan yang menjadi wilayah masing-masing UPTD untuk diserahkan ke
RT/RW, selanjutnya RT/RW menyerahkan ke Wajib Pajak PBB Perkotaam
yang ada di daerahnya. Contoh SPPT dan SSPD PBB Perkotaan yang dicetak
terdapat dalam Lampiran 7, ketentuan tenang format dan isi SPPT dan SSPD

PBB Perkotaan tersebut diatur dalam Perwali Nomor 14 Tahun 2012 yang
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terdapat dalam Lampiran 8 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor
66 Tahun 2013 yang terdapat dalam Lampiran 9. Setelah SPPT diterima, Wajib
Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo yang telah
ditetapkan. Pembayaran pajak dapat dibayarkan ke Bank Jatim, namun untuk
Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak sebelumnya pembayaran
dilakukan ke Bendahara Dinas Pendapaan dan selanjutnya masuk ke Kas
Daerah.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
daerahnya, Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya terdapat dalam Lampiran
10. Sumber PAD yang dimiliki oleh Kota Surabaya berasal dari pajak daerah,
retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setiap tahunnya Pemerintah Kota
Surabaya menyusun target penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang

dimiliki. Berikut ini merupakan tabel anggaran dan realisasi PAD Kota

Surabaya:
Tabel 8. Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2013
Tahun Target Realisasi Prosentase
Anggaran (Rupiah) (Rupiah) (%)
2011 2.139.625.575.460 1.886.514.301.578 88,17
2012 2.341.265.681.882 2.279.613.848.832 97,37
2013 2.657.109.226.595 2.791.580.050.710 105,06

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014.

Tabel 8 di atas menunjukan bahwa target dan realisasi PAD Kota

Surabaya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tahun 2011 target
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PAD Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.139.625.575.460 dan realisasi
penerimaannya sebesar Rp 1.886.514.301.578, prosentase realisasi
pencapaiannya sebesar 88,17% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun
2012 target PAD Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.341.265.681.882 dan
realisasi penerimaannya sebesar Rp 2.279.613.848.832, prosentase realisasi
pencapaiannya sebesar 97,37% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
pada tahun 2013 target PAD sebesar Rp 2.657.109.226.595 dan realisasi yang
dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.791.580.050.710,
prosentase realisasi pencapaiannya sebesar 105,06% dari target yang telah

ditetapkan.

C. Analisis Data dan Interpretasi

1. Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan

Menurut teori yang dijelaskan dalam Bab Il tentang upaya yang perlu
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan
daerah antara lain melalui beberapa cara, di antaranya: memperluas basis
penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan,
meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,
meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik.
Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya melalui DPPK Kota Surabaya dalam praktiknya
meliputi beberapa kegiatan, di antaranya; perbaikan dan pemeliharaan basis
data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan

pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi
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dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil keliling PBB Perkotaan. Secara
keseluruhan jika dibandingkan dengan teori yang ada, pelaksanaan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang telah dilakukan sudah “sangat
baik”. Penilaian tersebut dilihat dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
DPPK Kota Surabaya dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan sudah mencakup semua kegiatan yang terdapat dalam teori yang
dijelaskan dalam Bab II, justru terdapat beberapa upaya tambahan yaitu
sosialisasi dan mobil keliling PBB Perkotaan. Kedua kegiatan tersebut
merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dari sektor PBB Perkotaan.
2. Efektivitas Pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan PBB Perkotaan

Penilaian efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan di Kota Surabaya digunakan serangkaian ukuran yang meliputi:
yield (hasil), equity (keadilan), economic efficiency (daya guna ekonomi),
ability to implement (kemampuan melaksanakan), dan suitability as a local
revenue source (kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah). Kelima aspek
tersebut digunakan sebagai kriteria penilaian efektivitas intensifikasi
pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya
melalui DPPK Kota Surabaya. Berikut ini merupakan analisis dan interprestasi
data dengan kelima kriteria tersebut:

a. Yield (Hasil)
Indikator pertama dalam menilai efektivitas pelaksanaan

intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yaitu dengan melihat dari aspek
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yield (hasil), dalam hal ini diketahui dari jumlah ketetapan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perkotaan yang dapat
tersampaikan kepada Wajib Pajak. Sampai saat ini masih ada SPPT yang
tidak daat tersampaikan setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh IS
sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB
dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB
menyatakan bahwa:
“Sampai saat ini penyampaian SPPT PBB belum bisa mencapai
100% dari keseluruhan SPPT yang telah tercetak oleh Dinas, hal itu
terjadi karena beberapa hal, di antaranya ada SPPT yang masih salah
nama atau alamatnya, ada juga yang karena rumah atau

bangunannya itu tidak ada penghninya, jadi tidak dapat disampaikan
SPPTnya”.

Penjelasaan tentang alasan pengembalian SPPT juga disampaikan oleh 1D
Koordinator Penetapan PBB dalam wawancara pada tanggal 20 Mei 2014,
pukul 16.30 WIB bahwa:

“Tidak tersampaikannya SPPT yang telah itu dikarenakan banyak

hal, antara lain ternyata objek PBBnya itu merupakan tanah kosong,

trus Wajib Pajaknya di luar kota rumahnya tidak ditempati jadi tidak
ada yang ditemui, nama atau alamat Wajib Pajaknya salah/tidak
jelas, itu yang menyebabkan SPPT masih belum bisa tersampaikan

100%”.

Berdasarkan data DPPK Kota Surabaya tahun 2012 sebanyak
513.084 lembar SPPT yang tercetak, terdapat 13.274 lembar SPPT yang
tidak tersampaikan. Selanjutnya pada tahun 2013 sebanyak 560.197 lembar
SPPT vyang tercetak, terdapat 14.662 lembar SPPT yang tidak

tersampaikan. Adanya SPPT yang tidak tersampaikan itu disebabkan oleh
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beberapa faktor, seperti objek pajak berupa tanah kosong, tidak ditempati
oleh Wajib Pajak sendiri, alamat/nama Wajib Pajak tidak jelas.

Prosentase pencapaian distribusi SPPT yang dilakukan oleh DPPK
Kota Surabaya dapat menunjukan efektivitas intensifikasi pemungutan
PBB Perkotaan, prosentase menunjukan pencapaian tahun 2012 dan 2013
sebesar 97% dari jumlah SPPT yang dicetak. Jika dilihat prosentase
pendistribusian SPPT tersebut dapat dimasukan ke dalam kriteria
pengukuran efektivitas yang mana distribusi SPPT yang dilakukan oleh
DPPK termasuk ke dalam kriteria “Efektif”. Berikut ini merupakan data

distribusi SPPT yang tercetak dan tidak tersampaikan pada tahun 2012 dan

2013:
Tabel 9. Prosentase Distribusi SPPT PBB Perkotaan Tahun 2012-2013
Tahun | Jumlah | Tersampaikan Tidak Prosentase
SPPT (lembar) Tersampaikan (%)
(lembar) (lembar)
2012 | 513.084 499.810 13.274 97
2013 | 560.197 545.535 14.662 97

Sumber: DPPK Kota Surabaya, 2014.

Selain melihat dari sisi pendistribusian SPPT, indikator hasil juga
dapat dilihat dari sejauh mana realisasi dar target yang telah ditetapkan
sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak
Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan BPHTB dalam wawancara pada
tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB bahwa:

“Realisasi penerimaan PBB sampai saat ini cukup bagus, meski

memang masih saja belum bisa mencapai 100% penerimaannya,
soalnya juga ada SPPT yang belum bisa tersampaikan, tapi secara
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keseluruhan dari tahun ke tahun penerimaan PBB itu terus
menunjukan peningkatan”.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh IN sebagai Kasub Unit
Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 24
April 2014, pukul 16.12 WIB bahwa:
“Intensifikasi pemungutan PBB yang dilakukan sampai saat ini
cukup membuahkan hasil yang memuaskan, setiap tahun
realisasinya selalu meningkat, dari tehun ke tahun khususnya setelah
pengalihan terus menunjukan peningkatan, meskipun belum bisa

menunjukan angka 100%, soalnya masih juga ditemui SPPT yang
kembali”.

Efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan Kota Surabaya dari
aspek hasil (yield) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
pencapaian target PBB Perkotaan dengan target yang telah ditetapkan
dengan menggunakan teori yang dijelaskan oleh Halim (2004:164) dengan
menghitung prosentase perbandingan antara target dan realisasi PBB
Perkotaan, hal itu dilakukan untuk mengetahui prosentase pencapaiannya.
Berikut ini merupakan penghitungan prosentase pencapaian target PBB
Perkotaan berdasarkan Tabel 2 tentang target dan realisasi penerimaan

PBB Perkotaan tahun Anggaran 2011-2013 Kota Surabaya:

498.640.108.489

Prosentase pencapaian target tahun 2011 = ——————x 100%
710.000.000.000
=70,23 %
Prosentase pencapaian target tahun 2012 = 272292.205078 1 100%

790.613.785.000
=72,38%

Prosentase pencapaian target tahun 2013 = 200061701810 ¥ 100%
732.465.308.000

=82,74 %
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Berdasarkan data penghitungan prosentase pencapaian target PBB
Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013, semua pencapaiannya
belum ada yang mampu mencapai prosentase 100%. Berikut merupakan
tabel tentang prosentase pencapaian target PBB Perkotaan Kota Surabaya
tahun 2011-2013:

Tabel 10. Prosentase Pencapaian Target PBB Perkotaan Kota Surabaya
Tahun 2011-2013

Tahun Target (Rupiah) | Realisasi (Rupiah) | Prosentase (%)

2011 710.000.000.000 498.640.108.489 70,23
2012 790.613.785.000 572.292.265.076 72,38
2013 732.465.308.000 606.061.761.816 82,74

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014.

Berdasarkan Tabel 10 di atas, realisasi pencapaian target PBB
Perkotaan Kota Surabaya setiap tahunnya selalu menunjukan peningkatan.
Namun, jika dilihat menggunakan Kkriteria penilaian efektivitas yang
dikemukakan oleh Munir (2004), realisasi pencapaian target pada tahun
2011 sampai dengan 2012 menunjukan prosentase antara (60-80%) yang
berarti pencapaian tersebut masih tergolong dalam kriteria “Kurang
Efektif”. Selanjutnya pencapaian tahun 2013 termasuk dalam kategori
“Cukup Efektif”’, karena pencapaian targetnya mencapai 82,74% yang
berarti pencapaiannya masuk dalam kriteria antara 80-90%. Melihat
kenyataannya realisasi yang dicapai belum bisa dicapai mencapai 100%.
b. Equity (Keadilan)

Indikator kedua dalam megetahui efektivitas intensifikasi

pemungutan PBB Perkotaan adalah dengan melihat dari aspek equity
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(keadilan) yang berkaitan dengan pemungutan PBB Perkotaan adalah
adanya kejelasan tentang dasar penetapan PBB Perkotaan dan kewajiban
membayar pajak harus jelas, dan tidak sewenang-wenang dalam arti beban
PBB Perkotaan harus adil secara horisontal bagi semua kelompok
masyarakat. Efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan dari
aspek equity (keadilan) dapat dilihat dari seberapa jauh pemerintah
menetapkan aturan yang adil dan tidak sewenang-wenang terhadap
kewajiban. Sehingga equity (keadilan) yang berkaitan dengan pemungutan
PBB Perkotaan ini dikaitkan dengan sejauh mana Pemerintah
mengupayakan keadilan yang sebaik-baiknya serta penilaian dari Wajib
Pajak dalam membayar PBB Perkotaan.

DPPK Kota Surabaya berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pasal 6 ayat 2 melakukan
penetapan NJOP setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, hal
itu merupakan suatu bentuk kejelasan tentang dasar penetapan PBB
Perkotaan agar NJOP yang ditetapkan lebih sesuai dengan keadaan yang
terbaru. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan NJOP yang dilakukan
oleh DPPK Kota Surabaya setiap setahun sekali, seperti yang dijelaskan
oleh BA sebagai Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam
wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB bahwa:

“Dasar penetapan NJOP, kita setiap tahun mesti evaluasi, terutama

akhir tahun karena kan penetapannya 1 Januari, jadi akhir tahun kita

evaluasi terutama harga-harga tanah yang melakukan transaksi. Jadi
yang ada kenaikan harga tanah kita evaluasi kita tetapkan NJOPnya
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sesuai dengan arah pergerakan harga tadi, kalau memang harganya

disitu memang ramai mahal ya kita naikkan, itu kita lakukan setiap

tahun evaluasinya”.

Berkaitan dengan keadilan dari sisi tarif PBB Perkotaan, Pemerintah
Kota Surabaya dalam Pasal 7 Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan mengatur secara detail mengenai tarif yang
diberlakukan di Kota Surabaya. Penetapan tarif tersebut sudah
diperhitungkan sebelumnya agar sesuai dengan kondisi di lapangan dan
dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
Berkaitan dengan hal tersebut, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan
Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014,
pukul 15.41 WIB menyatakan tentang penetapan tarif PBB Perkotaan
bahwa “Kalau Surabaya sudah diperhitungkan, karena sudah dianalisis jadi
tarif 0,1 kalangan menengah kebawah, kalau yang 0,2 menengah keatas.
Jadi untuk disinsentif dan insentif itu adalah dampak dari keduanya ini
untuk bagaimana mereka lebih taat lagi”. Selanjutnya BM sebagai Wajib
Pajak PBB Perkotaan di Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30
April 2014, pukul 19.15 WIB membenarkan bahwa tarif yang ada saat ini
sudah cukup adil, dan tidak terlalu mahal, berikut penjelasan beliau “Tarif
menurut saya juga gak terlalu mahal mas, karena itu juga setahun sekali,
jadi gak kerasa”. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh BR sebagai
Wajib Pajak PBB Perkotaan di Kota Surabaya dalam wawancara pada
tanggal 29 April 2014, pukul 09.00 WIB, beliau menjelaskan bahwa:

“Tarif PBB saya rasa juga gak mahal, kalau dilihat dari
pembayarannya juga tiap tahun, jadi gak begitu kerasa, walaupun
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kadang juga kaget, loh tiba-tiba sudah saatnya bayar pajak, kadang
pas gak siap juga soalnya uangnya pas kepakai buat keperluan yang
lain, tapi jika dihitung setahun bayar segitu juga gak mahal
sebenarnya, sebandinglah itung-itung katanya pajak juga buat
bangun bangsa”.

Jika dilihat dari sisi lain, ternyata kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya masih belum bisa mencapai tujuannya,
karena masih ada Wajib Pajak yang menyatakan keberatan terhadap tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut disampaikan
olen BT sebagai Wajib Pajak PBB Perkotaan Kota Surabaya dalam
wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 14.15 WIB menyatakan
bahwa “Untuk tarif itu anu mas, kaya disini masuk gang itu ya lumayan
berat, cuma gak sampai membebani, soalnya juga harga tanahnya gak
terlalu tinggi, seperti ini kan di dalam”. Keterangan yang mendukung juga
disampaikan oleh BX Wajib Pajak PBB Perkotaan Kota Surabaya dalam
wawancara pada tanggal 1 Mei 2014, pukul 02.42 WIB menyatakan bahwa:

“Tarif PBB bagi yang mampu ya tidak berat, tapi bagi yang tidak
mampu Ya terasa berat, soalnya kaya di sini NJOPnya itu gak sesuai
mas, saya dulu belinya gak semahal kaya apa yang disetujui kantor
waktu ngurus surat-surat pembelian itu,alasannya NJOPnya
memang segini pak, ya mungkin masih perlu untuk di data lagi biar
pas”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak PBB Perkotaan
ternyata sedang ditanggapi secara baik oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya saat ini merencanakan untuk membuat sebuah

kebijakan yang lebih tepat sasaran dengan menetapkan tarif yang lebih

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seperti yang dijelaskan oleh BA sebagai
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Staff Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada

tanggal 30 April 2014, pukul 09.45 WIB menyatakan bahwa:
“Untuk tarif sekarang kita tetap mengacu pada Perda Nomor 10
Tahun 2010, tarifnya 0,1% dan 0,2% tapi untuk kedepannya kita
sedang proses agar lebih beragam tarifnya, sehingga nanti efek
kenaikannya itu tidak terlalu signifikan terasanya. Jadi gak dari 0,1
ke 0,2 langsung, ada 0,15, 0,18, kenaikannya gak langsung 2 kali
lipat dari 0,1 ke 0,2 agar kenaikannya lebih ideal, tapi itu masih

belum, masih belum ada peraturan kesana, masih wacana, sedang
Kita proses”.

Melihat penjelasan di atas, efektivitas dari sisi keadilan (equity) saat
ini jika dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak masih belum mencapai
keadilan yang sepenuhnya diharapkan oleh Wajib Pajak. Ada wajib Pajak
yang sudah merasa adil, namun terdapat Wajib Pajak yang merasa bahwa
tarif PBB Perkotaan yang ada saat ini masih memberatkan mereka. Saat ini
Pemerintah Kota Surabaya merencanakan sebuah kebijakan yang berkaitan
dengan tarif PBB Perkotaan yang lebih bervariatif untuk menjangkau
seluruh lapisan masyarakat secara detail guna mewujudkan keadilan yang
benar-benar diharapkan. Secara keseluruhan dari sisi keadilan yang
berkaitan dengan tarif PBB Perkotaan di Kota Surabaya tergolong dalam
kriteria “Cukup Efektif”, karena masih ada Wajib Pajak yang menyatakan
keberatan atas tarif yang ada saat ini.

c. Economic Efficiency (Daya Guna Ekonomi)

Indikator ketiga dalam mengetahui efektivitas intensifikasi
pemungutan PBB Perkotaan dari sisi economic efficiency (daya guna
ekonomi) dapat dilihat dengan mengetahui sejauh mana PBB Perkotaan

sebagai salah satu Pajak Daerah di Kota Surabaya mampu mendorong
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kegiatan perekonomian, atau setidaknya tidak menjadi penghambat
jalannya kegiatan perekonomian. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan
di Kota Surabaya sampai saat ini tidak mengganggu perkembangan
ekonomi yang ada dan justru mendorong kemajuan perekonomian di Kota
Surabaya. Seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan
dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014,
pukul 15.41 WIB menyatakan berkaitan dengan tarif PBB Perkotaan,
bahwa:
“Sekarang perjalanan 3 tahun wilayah Surabaya Barat itu
pertumbuhannya tinggi, langsung meningkat, disana sudah mulai
tumbuh mall-mall, apartemen dan lain-lain, dengan kita mengelola
dan tahu betul, akhirnya pengusaha itu percaya, akhirnya apa,

disitulah  tumbuhlah  perekonomian, sedangkan Surabaya
programnya adalah menjadi Kota Jasa dan Perdagangan”.

Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan penjelasan BA sebagai Staff
Seksi Pendataan DPPK Kota Surabaya dalam wawancara pada tanggal 30
April 2014, pukul 09.45 WIB menyatakan bahwa “Jadi banyak bangunan
terutama apartemen bangunan tinggi yang baru, hotel-hotel juga banyak
yang baru, perumahan-perumahan juga masih tumbuh pesat di Surabaya,
trus juga banyak dibuka akses jalan baru kaya merr, lingkar barat, lingkar
timur”.

Dilihat dari penjelasan yang ada, perkembangan perekonomian di
Kota Surabaya sejauh ini selalu meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan adanya data perkembangan PDRD sektor konstruksi tahun 2008-

2012 yang ditunjukan dalam gambar berikut:
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Gambar 8. Perkembangan PDRB Sektor Konstruksi
Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2008-2012
Sumber: BPS Kota Surabaya (Data diolah), 2014.

Gambar 8 menunjukan perkembangan PDRD sektor konstruksi
yang ada di Kota Surabaya berdasarkan data dari BPS Kota Surabaya pada
tahun 2014. Pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 11.340 kemudian
meningkat pada tahun 2012 menjadi 12.249, dan terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2012. Perkembangan konstruksi yang ada, selain menunjukan
besarnya potensi PBB Perkotaan, juga sebagai salah satu ukuran seberapa
besar perkembangan perekonomian di Kota Surabaya ke depannya akan
berkembang.

Selain itu perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya
yang semakin meningkat juga ditunjukan oleh data peningkatan beberapa
sektor industri pengolahan yang ada di Kota Surabaya. Data berikut
merupakan pertumbuhan perekonomian dari beberapa Sub Sektor yang
terdapat dalam Sektor Industri Pengolahan pada Tahun 2009-2012 yang ada
di Kota Surabaya. Berikut ini merupakan tabel PDRB Kota Surabaya

menurut ADHB sektor industri pengolahan:
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Tabel 11. PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha ADHB Sektor
Industri Pengolahan Tahun 2009-2012 ( Rp 000.000 )

No | Sub Sektor 2009 2010 2011 2012
Makanan,

RN 18.930.345,92 | 20.987.750,10 | 23.911.400,96 | 27.266.417,17
Tembakau

2 Tekstil, Barang
Kulit & Alas Kaki 768.753,54 901.550,67 1.024.123,26 1.143.622,39
Barang Kayu &

3 | Heasil Hutan 1.282.631,66 | 1.358.080,37 | 1.448.754,22 | 1.52054333
Lainnya

4 Kertas & Barang
Cetakan 3.611.228,12 3.883.311,99 | 4.271.126,87 4.642.991,87

5 Pupuk, Kimia &
Barang dari Karet 3.139.352,14 3.499.734,49 3.899.583,18 4.331.922,92
Semen & Barang

6 Galian Non Logam 574.751,64 625.495,66 690.185,92 748.921,38

7 Logam Dasar Besi
& Baja 7.202.652,67 7.884.681,71 | 8.808.879,48 9.884.659,17
Alat Angkutan,

8 | Mesin & 3.193.002,65 3.566.382,26 | 3.990.578,18 4.396.952,95
Peralatannya

9 Barang Lainnya 2.574.305,70 2.801.533,76 3.143.669,87 3.443.250,42
Jumlah 41.277.024,04 | 45.508.521,01 | 51.188.301,94 | 57.379.281,60

Sumber: BPS Kota Surabaya (Data diolah), 2014.

Berdasarkan data Tabel 11 dapat diketahui bahwa efektivitas
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya jika dilihat dari
aspek daya guna ekonomi (economic efficiency) menunjukan bahwa
perkembangan PDRB pada sektor industri pengolahan dalam tiap tahunnya
mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada semua sub sektor industri
pengolahan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB setiap tahunnya
menunjukan bahwa dengan adanya intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan di Kota Surabaya tidak mengganggu keadaan perekonomian di
Kota Surabaya, dan justru mendorong majunya perekonomian di Kota
Surabaya. Selanjutnya, jika dilihat dari kondisi daya guna ekonomi
menunjukan bahwa perkembangan daya guna ekonomi “Sangat Efektif”.

Perkembangan PDRB akan sejalan dengan meningkatkan potensi
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penerimaan PBB Perkotaan, maka optimalisasi melalui intensifikasi

pemungutan PBB PErkotaan perlu untuk terus ditingkatkan.

d. Ability to Implement (Kemampuan Melaksanakan)

Ability to implement (kemampuan melaksanakan) merupakan

indikator ke empat dalam mengetahui efektivitas intensifikasi pemungutan

PBB Perkotaan di Kota Surabaya dapat dilihat dari sudut pandang

kemampuan pegawai DPPK Kota Surabaya sebagai pelaksana kegiatan

tersebut. Kemampuan pegawai DPPK berpengaruh dalam mencapai tujuan

organisasi, khususnya dalam kegiatan intensifikasi pemungutan PBB

Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan. Kemampuan

pegawai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki, berikut ini

merupakan tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh pegawai DPPK

yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan intensifikasi:

Tabel 12. Tingkat Pendidikan Pegawai/Karyawan DPPK Kota Surabaya
Seksi PPJ, Parkir, PBB Perkotaan, BPHTB dan 8 UPTD (per

September 2013)
Tingkat Pendidikan Formal Jumlah (orang) Prosentase (%)
SD 6 3
SMP 12 5
SMA/SMK 90 40
D1 5 2
D3 9 4
S1 90 40
S2 13 6
JUMLAH 225 100

Sumber: DPPK Kota Surabaya, (Data diolah), 2014.

Data tabel di atas menunjukan jumlah pegawai/karyawan Seksi PPJ,

Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB DPPK Kota Surabaya dan ke 8 UPTD-

nya sebagai tombak pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan
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sebanyak 98% sudah menempuh pendidikan dasar minimal SMA. Jumlah
tersebut menunjukan bahwa DPPK Kota Surabaya, khususnya Seksi PPJ,
Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB dan 8 UPTD-nya memiliki sumber
daya manusia yang cukup memadahi. Jika dilihat dari segi pendidikan yang
di atas rata-rata, dapat dipastikan mampu menjalankan kegiatan perpajakan
daerah khususnya terkait tentang intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan.

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh DPPK, jika
dilihat dari sisi kemampuan pegawai/karyawan dalam melaksanakan
kegiatan tersebut sudah cukup baik. Melihat tingkat pendidikan
pagawai/karyawan dipastikan mampu untuk melakukan kegiatan
intensifikasi memiliki semangat untuk menjalankannya dengan baik. Di
dalam praktiknya, pegawai yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak
itu merupakan pegawai yang memiliki pendidikan formal setara
Sarjana/Diploma 3. Berikut ini penjelasan dari IN sebagai Kasub Unit
Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17
April 2014, pukul 15.41 WIB, beliau menyatakan bahwa “Kalau
intensifikasi ya sebenarnya kita tidak membedakan, untuk golongan yang
kebanyakan kita pakai itu golongan 3 sarjana-sarjana D3, trus kalau untuk
golongan 2 biasanya kita hanya untuk menyampaikan”.

Pada kesempatan yang sama, IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan
Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014,

pukul 15.41 WIB, beliau juga menjelaskan tentang kecakapan yang dimiliki
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oleh pegawai/karyawan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

kegiatan yang dilakukan saat di lapangan. Berikut ini penjelasan beliau:
“Kita ada Tim Schedulnya ini melakukan penagihan, ini melakukan
penyampaian, dalam penyampaian itu dalamnya langsung disisipin,
kita ndak langsung ini sendiri-sendiri ndak, disaat kita melakukan
penagihan itu menyelam sambil minum air, melakukan penagihan

tapi kita kalau melihat melakukan ada pendataan bukan hanya PBB,
ada restoran ada hiburan ada langsung kita sergap”.

Kemampuan melaksanakan dalam mengoptimalkan pemungutan
pajak melalui kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan harus
dimiliki oleh DPPK Kota Surabaya. Secara keseluruhan, jika dilihat dari
keterampilan pegawai dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi
pemungutan PBB Perkotaan selama pelaksanaan intensifikasi pemungutan
pajak sudah cukup baik, dan kemampuan yang dimiliki serta tingkat
pendidikan formal pegawai telah menempuh minimal SMA/SMK.
Jumlahnya mencapai 98% pegawai minimal SMA/SMK, hal itu
menunjukan bahwa kemampuan yang dimiliki pegawai DPPK Kota
Surabaya khususnya Seksi PPJ, Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB dan 8
UPTD-nya dalam melakukan kegiatan intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan tergolong dalam kriteria “Efektif”.

e. Suitability as a Local Revenue Source (Kecocokan sebagai Sumber
Penerimaan Daerah)

Suitability as a local revenue source (kecocokan sebagai sumber
penerimaan daerah) merupakan indikator terakhir dalam mengetahui
efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan, hal itu dilihat dari

seberapa besar peran PBB Perkotaan sebagai salah satu pendapatan daerah
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yang potensial, serta pemungutannya tidak menjadi beban yang lebih besar
dari kemampuan DPPK Kota Surabaya sebagai pelaksana kegiatan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. Peran PBB Perkotaan dalam
pendapatan daerah sangatlah besar dalam PAD yang berasal dari Pajak
Daerah. PBB Perkotaan selalu menjadi sumber penerimaan terbesar yang
menjadi andalan dari pendapatan Pajak Daerah. Seperti yang dijelaskan
oleh IS sebagai Kepala Seksi Pajak Penerangan Jalan, Parkir, PBB, dan
BPHTB dalam wawancara pada tanggal 30 April 2014, pukul 10.02 WIB
bahwa “PBB itu merupakan ikon penerimaan Pajak Daerah di Kota
Surabaya, penerimaannya selalu menjadi yang terbesar, disusul oleh
pendapatan yang berasal dari BPHTB”.

Di waktu dan tempat yang berbeda, IN sebagai Kasub Unit
Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17
April 2014, pukul 15.41 WIB menyatakan tentang kecocokan pelaksanaan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan sejak dilakukan oleh DPPK Kota
Surabaya khususnya seksi Seksi PPJ, Parkir, PBB Perkotaan, dan BPHTB
DPPK Kota Surabaya dan ke 8 UPTD-nya, beliau menjelaskan bahwa
“PBB dulu kan ini 300 ya sebelum pengalihan, dulu kita kan bagi hasil
disini, ini penerimaan murni tapi belum kita bagi kita kan dapat 60%,
bareng kita kelola sendiri langsung 100% Kkita terima sekian terus naik
sekian”.

Selain itu, adanya Kkegiatan intensifikasi ini  menurut

pegawai/karyawan DPPK Kota Surabaya bukan menjadi sebuah beban
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pekerjaan. Seperti yang dijelaskan oleh IN sebagai Kasub Unit Penagihan
dan Keberatan Pengurangan dalam wawancara pada tanggal 17 April 2014,
pukul 15.41 WIB menyatakan tentang penetapan tarif PBB Perkotaan,
sebagai berikut:
“Adanya kegiatan intensifikasi ini kalau menjadi beban saya kira
nggak jadi gini, kalau mereka punya istilahnya ingin maju mereka
bukan menjadi beban karena ingi belajar banyak, tapi ada orang
yang tidak suka seperti itu. Kelemahannya biasanya kan orang yang

dulu-dulu sudah usia, kalau diberikan beban seperti itu biasanya
mengeluh, tapi kalau yang lebih muda biasanya lebih semangat”.

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan juga
mendapatkan tanggapan baik dari pegawai/karyawan yang melaksanakan
kegiatan tersebut, karena dalam pelaksanaannya bisa lebih maksimal.
Selama menjadi Pajak Pusat pegawai DPPK hanya menjadi tim penagih,
namun dengan dialihkannya menjadi Pajak Daerah, mereka merasa lebih
bisa melaksanakannya secara maksimal. Berikut ini merupakan penjelasan
dari IN sebagai Kasub Unit Penagihan dan Keberatan Pengurangan dalam
wawancara pada tanggal 17 April 2014, pukul 15.41 WIB tentang keadaan
tersebut:

“Dulu kita dengan masih dikelola pusat kita hanya tim penagih,

sekarang setelah dikelola sendiri tambah lebih hafal lagi, titik-

titiknya sudah hafal. Untuk bahwa ini potensi perlu dinaikan, ini

NJOP perlu dinaikan, ZNTnya itu gimana, untuk peta bloknya itu
saya bentuk seperti apa”.

Kecocokan PBB Perkotaan sebagai sumber penerimaan daerah,
serta tanggapan pegawai Yyang menyatakan kegiatan optimalisasi
penerimaan PAD dengan melakukan intensifikasi pemungutan PBB

Perkotaan. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang
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dilakukan pegawai DPPK merupakan kegiatan menunjang meningkatnya
penerimaan dari sektor PBB Perkotaan yang menunjang peningkatan PAD,
kegiatan tersebut juga tidak menjadikan beban dalam pelaksanaannya.
Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, kegiatan intensifikasi
pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya dapat dikatakan sangat
cocok.
3. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD
PBB Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
berasal dari Pajak Daerah dan dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya
melalui DPPK Kota Surabaya. Sebagai salah sumber pendapatan daerah, PBB
Perkotaan memiliki kontribusi terhadap pencapaian PAD setiap tahunnya.
Semakin tinggi penerimaan PBB Perkotaan memungkinkan untuk
berkontribusi yang tinggi terhadap realisasi PAD. Besarnya kontribusi PBB
Perkotaan terhadap pencapaian PAD dapat deketahui dengan membandingkan
realisasi PBB Perkotaan dengan realisasi PAD setiap tahunnya. Berikut ini
adalah tabel yang menunjukan besarnya kontribusi PBB Perkotaan terhadap

PAD Kota Surabaya:

Tabel 13. Kontribusi Penerimaan PBB Perkotaan Terhadap PAD Kota

Surabaya
Realisasi Penerimaan Realisasi Penerimaan Ronifibusi
Tahun PBB Perkotaan PAD (%)
(dalam Rupiah) (dalam Rupiah) -
2011 498.640.108.489 1.886.514.301.578 26,43
2012 572.292.265.076 2.279.613.848.832 25,10
2013 606.061.761.816 2.791.580.050.710 21,71

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014.
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Berdasarkan tabel di atas realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari
tahun 2011-2013 terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 realisasi
penerimaan PBB Perkotaan sebesar Rp 498.640.108.489, dan realisasi PAD
PAD yang diterima Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 1.886.514.301.578.
Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2011
sebesar 26,43%. Besarnya kontribusi tersebut termasuk dalam prosentase
20,10 — 30,00%” dan masuk dalam kriteria “Sedang”, hal ini berarti kontribusi
yang diberikan oleh PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya
berada dalam kategori “Sedang”.

Tahun 2012 realisasi penerimaan PBB Perkotaan meningkat jika
dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan realisasi PBB Perkotaan
menjadi Rp 572.292.265.076, dan realisasi PAD PAD vyang diterima
Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 2.279.613.848.832. Kontribusi PBB
Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2012 sebesar 25,10%.
Besarnya kontribusi tersebut termasuk dalam prosentase “20,10 —30,00%" dan
masuk dalam kriteria “Sedang”, hal ini berarti kontribusi yang diberikan oleh
PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya berada dalam kategori
“Sedang”.

Tahun 2013 realisasi penerimaan PBB Perkotaan meningkat jika
dibandingkan dengan tahun 2011. Peningkatan realisasi PBB Perkotaan
menjadi Rp 606.061.761.816, dan realisasi PAD yang diterima Pemerintah
Kota Surabaya sebesar Rp 2.791.580.050.710. Kontribusi PBB Perkotaan

terhadap PAD Kota Surabaya pada tahun 2012 sebesar 21,71%. Besarnya
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kontribusi tersebut termasuk dalam prosentase “20,10 — 30,00%” dan masuk
dalam kriteria “Sedang”, hal ini berarti kontribusi yang diberikan oleh PBB
Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya berada dalam kategori
“Sedang”.

Besarnya kontribusi PBB PErkotaan terhadap PAD Kota Surabaya
yang ada menunjukan seberapa besar manfaat PBB Perkotaan dalam
menunjang pengeluaran daerah yang berasal dari PAD Kota Surabaya setiap
tahunnya. Realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013 terus
menunjukan peningkatan setiap tahunnya, namun meningkatnya jumlah
realisasi penerimaan PBB Perkotaan bukan berarti prosentase kontribusinya
juga akan meningkat. Seperti yang ditunjukan pada Tabel 13 terjadi penurunan
prosentase kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun
2011-2013, hal tersebut terjadi karena peningkatan realisasi penerimaan PBB
Perkotaan selalu diiringi dengan meningkatnya realisasi PAD setiap tahunnya.
Berikut ini gambar prosentase pertumbuhan/perkembangan kontribusi PBB
Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya selama 3 tahun terakhir mulai dari

tahun 2011-2013:

N 30,00 26,43 22,10 21,71

. 20,00

5

2 10,00

(1]

P 0,00

2 2011 2012 2013
Kontribusi 26,43 25,10 21,71

Gambar 9. Prosentase Pertumbuhan/Perkembangan Kontribusi PBB
Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2011-2013

Sumber: DPPK Kota Surabaya (Data diolah), 2014.



97

Pencapaian realisasi PBB Perkotaan merupankan hasil dari upaya
optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dengan melakukan intensifikasi
pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota
Surabaya melalui DPPK Kota Surabaya. Pencapaian realisasi PBB Perkotaan
dari tahun 2011 sampai dengan 2013 terus menunjukan peningkatan.
Peningkatan realisasi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pencapaian
PAD Kota Surabaya setiap tahunnya. Jika dilihat dari data tersebut
menunjukan kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya sampai

saat ini berada dalam kriteria “Sedang”.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Surabaya hanya
dilakukan pemungutan PBB untuk wilayah Perkotaan, karena semua wilayah Kota
Surabaya merupakan wilayah Perkotaan. Pelaksanaan intensifikasi pemungutan
PBB Perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk mengoptimalkan
penerimaan PBB Perkotaan setiap tahunnya. Upaya mengoptimalkan penerimaan
PBB Perkotaan dengan melakukan beberapa kegiatan. Pertama, pemeliharaan dan
perbaikan basis data PBB Perkotaan dengan melakukan update data setiap saat
ketika terjadi proses pembetulan data objek pajak PBB Perkotaan, proses keberatan
atas SPPT, dan serta semua hal yang terkait tentang Objek Pajak PBB Perkotaan.
Ke dua, memperkuat proses pemungutan dilakukan dengan cara menetapkan Perda
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta

meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan
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mengadakan beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh seluruh pegawai yang
terlibat dalam kegiatan PBB Perkotaan. Ke tiga, meningkatkan pengawasan objek
pajak dengan melalui beberapa kegiatan, diantaranya: melakukan pemeriksaan
terhadap data objek pajak, memeriksa kondisi objek pajak, serta menerapkan sanksi
terhadap Wajib Pajak yang bermasalah. Ke empat, meningkatkan -efisiensi
administrasi dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi yang ada saat ini,
sehingga mampu memudahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan
administrasi, serta untuk meminimalisir biaya administrasi. Ke lima, DPPK Kota
Surabaya melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Satpol PP,
Linmas, Kelurahan, dan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan pemungutan
PBB Perkotaan. Ke enam, sosialisasi yang dilakukan dengan beberapa metode
seperti spanduk, media massa, dan lain-lain, serta yang terakhir dengan melakukan
mobil keliling untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga
memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semua kegiatan
tersebut dilakukan secara intensif oleh DPPK Kota Surabaya dalam rangka
meningkatkan realisai PBB Perkotaan setiap tahunnya. Secara keseluruhan jika
dibandingkan dengan teori yang dijelaskan dalam Bab Il, pelaksanaan intensifikasi
pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya sudah
“Sangat Baik™. Hal tersebut dapat dilihat dari semua upaya yang terdapat dalam
teori tersebut telah dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya dalam rangka
mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan Kota Surabaya, dan justru terdapat

upaya tambahan yang meliputi sosialisasi dan mobil keliling pembayaran PBB
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Perkotaan yang mendukung terlaksananya kegiatan intensifikasi pemungutan PBB
Perkotaan.

Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan di Kota
Surabaya jika dilihat dari kelima aspek penilaian yang telah dilakukan yaitu: hasil
(yield), keadilan (equity), daya guna ekonomi (economic efficiency), kemampuan
melaksanakan (ability to implement), kecocokan sebagai sumber penerimaan
daerah (suitability as a local revenue source). Secara keseluruhan menunjukan
bahwa pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh
DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup Efektif’. Hal tersebut
dibuktikan dengan beberapa analisis yang telah dilakukan terhadap kelima aspek
tersebut, yaitu:

1. Hasil (yield)

Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan
dilihat dari prosentase pendistribusian SPPT PBB Perkotaan yang dapat
tersampaikan menunjukan jumlah yang tersampaikan dari tahun 2012-2013
rata-rata mencapai 97%, jika dilihat prosentase pencapaian tersebut
pendistribusian SPPT PBB Perkotaan termasuk ke dalam kriteria “Efektif”.
Selain itu realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013
menunjukan peningkatan setiap tahunnya, secara keseluruhan realisasinya
rata-rata mencapai 76,49% dan termasuk dalam kategori “Cukup Efektif”.
2. Keadilan (equity)

Besarnya tarif PBB Perkotaan yang sesuai dengan kondisi

sebenarnya menunjukan sebuah keadilan dalam pemungutan PBB
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Perkotaan. Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini
masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh Wajib Pajak. Sebuah kebijakan
tentang besarnya tarif PBB Perkotaan yang lebih tepat saat ini sedang
direncanakan. Sejauh ini besarnya tarif PBB Perkotaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Surabaya tergolong dalam kategori “Cukup Efektif”.

3. Daya guna ekonomi (economic efficiency)

Perkembangan PDRB sektor konstruksi dan industri pengolahan
setiap tahunnya, menunjukan bahwa dengan adanya intensifikasi
pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya tidak mengganggu
peningkatan keadaan perekonomian di Kota Surabaya. Jika dilihat dari
peningkatan daya guna ekonomi setiap tahunnya menunjukan bahwa
perkembangan daya guna ekonomi “Sangat Efektif”.

4. Kemampuan melaksanakan (ability to implement)

Kemampuan melaksanakan dapat dilihat dari keterampilan pegawai
dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi pemungutan PBB Perkotaan
selama pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak sudah cukup baik, dan
kemampuan yang dimiliki serta tingkat pendidikan formal pegawai telah
menempuh minimal SMA/SMK. Jumlahnya mencapai 98% pegawai
minimal SMA/SMK, hal itu menunjukan bahwa kemampuan yang dimiliki
pegawai DPPK Kota Surabaya khususnya Seksi PPJ, Parkir, PBB
Perkotaan, dan BPHTB dan 8 UPTD-nya dalam melakukan kegiatan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan tergolong dalam Kkriteria

“Efektif”.
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5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local
revenue source)

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang
dilakukan pegawai DPPK merupakan kegiatan menunjang meningkatnya
penerimaan dari sektor PBB Perkotaan yang menunjang peningkatan PAD.
Kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan juga tidak menjadikan
beban bagi pegawai/karyawan dalam pelaksanaannya. Sehingga kegiatan
intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan di Kota Surabaya dapat dikatakan
“Sangat Cocok” dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB

Perkotaan di Kota Surabaya.

Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya diketahui dari
jumlah realisasi penerimaan PBB Perkotaan setiap tahunnya. Jika dilihat dari tahun
2011-2013 kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya prosentasenya
menunjukan penurunan. Penurunan tersebut terjadi meskipun realisasi penerimaan
PBB Perkotaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun
peningkatan realisasi tersebut juga diiringi dengan meningkatnya pencapaian PAD
Kota Surabaya setiap tahunnya. Sehingga menyebabkan prosentase kontribusi PBB
Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya menjadi menurun. Jika dilihat keseluruhan
kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada pada rasio
20,10 — 30,00%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan PBB Perkotaan

terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam kriteria “Sedang”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah
melaksanaan intensifikasi pemungutan PBB  Perkotaan  untuk
mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB Perkotaan. Beberapa
kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang telah dilakukan
oleh DPPK Kota Surabaya diantaranya adalah pemeliharaan dan perbaikan
basis data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan
pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi
dengan instansi terkait, sosialisasi, dan mobil keliling. Semua kegiatan
tersebut dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya setiap tahunnya untuk
mengoptimalkan penerimaan realisasi PBB Perkotaan dari target yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2. Efektivitas pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang
telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya apabila dilihat dari lima aspek
penilaian yang meliputi hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan
melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah
termasuk. Secara teori, kelima aspek tersebut dapat digunakan untuk
menilai efektivitas intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan. Secara
keseluruhan, ssuai dengan analisis data yang dilakukan menggunakan ke
lima aspek penilaian yang telah dijelaskan dalam pembahasan menunjukan

bahwa pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang
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dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup
Efektif”.

Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-
2013 prosentasenya menunjukan penurunan. Penurunan prosentase
kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya terjadi bukan
karena realisasi penerimaan PBB Perkotaan yang diperoleh menurun.
Realisasi penerimaan PBB Perkotaan dari tahun 2011-2013 menunjukan
peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut juga diiringi oleh
peningkatan penerimaan PAD Kota Surabaya, sehingga jika dilihat dari
besarnya prosentase kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota
Surabaya menunjukan penurunan dari tahun 2011-2013. Secara keseluruhan
kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011 sampai dengan 2013 berada pada
rasio 20,10 — 30,00%, hal ini menunjukan bahwa kontribusi penerimaan
PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam

kriteria “Sedang’.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, pelaksanaan intensifikasi

pemungutan PBB Perkotaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PAD dari

sektor PBB Perkotaan, adapun beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu:

1. Setiap tahunnya realisasi penerimaan PBB Perkotaan belum bisa mencapai

100%, sehingga DPPK Kota Surabaya perlu meningkatkan efektivitas

pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan dengan
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mengoptimalkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Peningkatan efektivitas
intensifikasi pemungutan perlu dilakukan karena masih banyak potensi PBB
Perkotaan yang belum bisa dimaksimalkan dengan baik, seperti SPPT yang
sampai saat ini belum bisa tersampaikan 100% kepada Wajib Pajak dari
keseluruhan jumlah SPPT vyang dicetak. Diperlukan pelaksanaan
administrasi yang lebih baik dan efisien agar data Wajib Pajak PBB
Perkotaan yang dimiliki sesuai dengan kondisi Wajib Pajak sebenarnya,
serta update data dengan cepat dan tepat setiap adanya perubahan data objek
maupun subjek pajak. Sehingga dengan demikian penetapan target
penerimaan PBB Perkotaan dapat tersusun dengan baik, dan realisasi
penerimaan setiap tahunnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

. Pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan kapasitasnya agar informasi
dapat tersampaikan dengan baik, serta pelaksanaan mobil keliling
pembayaran PBB perlu untuk ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya
dengan menetapkan jadwal yang permanen untuk pelaksanaan mobil
keliling pembayaran PBB Perkotaan, sehingga memudahkan Wajib Pajak
dalam membayar dan mengetahui lokasi mobil pembayaran PBB Perkotaan
berada.

Pemerintah Kota Surabaya perlu membuat dan mengesahkan Peraturan
Daerah Kota Surabaya untuk mengatur secara khusus tentang intensifikasi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Dengan demikian DPPK
Kota Surabaya memiliki pedoman pelaksanaan yang baik dan dasar yang

kuat untuk melaksanaan kegiatan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan
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LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
vang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhalikan potensi daerah;

f. bahwa . ..



Mengingat

= o

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomeor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huraf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20 ayat
{2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan Kkepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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10.

g

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah danfatau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
vang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/fatau daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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11. Badan adalah sekumpulan orang dan/fatau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer,
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya vang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energl tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usasha.

15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis
bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
kendaraan bermotor.

17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.

19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.
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Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yvang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran.

Restoran adalah f{asilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga /katering,

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa  orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati
oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.
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Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yvang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah

atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalia, yaitu collocatia fuchliap haga, collocalia maxina,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/fatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yvang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten /kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah danjfatau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak, vang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.
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Hak atas Tanah danj/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di
bidang pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yvang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang,

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampal kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPIPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan danjatau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, danfatau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
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Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak vang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarmmya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
vang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat Kketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratf berupa bunga danj/atau
denda.
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60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, vang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian zin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemernintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha

dan pelayanan vang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukt pembayaran atau penyetoran retribusi
yvang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau

telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayvaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang

terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, vyang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.
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75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, danj/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektifl dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Bagian Keenam Belas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

{1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah Bumi danj/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

{2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan vang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks
Bangunan tersebut;
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jalan tol;

kolam renang;

pagar mewah,

tempat olahraga;

galangan kapal dermaga;

taman mewah;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,

pipa minyak; dan

i. menara.

Objek Pajak vang tidak dikenakan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak

yang:

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan

untuk memperoleh keuntungan;

¢. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan paling rendah sebesar Rpl0.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

FRAM AL E
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Pasal 82
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 {satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah
menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang
meliputi letak objek pajak.

Pasal 83
{1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

{2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak.

Pasal B4

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal
sebagai berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur
secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dani
jumlah pajak yvang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah danj/ataun Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



122

-42-

Pasal 82
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah
menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang
meliputi letak objek pajak.

Pasal 83
(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

{2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak.

Pasal 84

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
{2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal
sebagai berikut:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur
secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran,

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah pajak yvang terutang lebih besar dan
jumlah pajak vang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.
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LAMPIRAN 2

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANC
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang | 4. balwa Derdicanan Mientuen Pasal 2 {2) bund j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2000 entang Dacrah can Retibus
Dacnbh, dsebuthan balwa Pajak Bumi dan Banguoan Pardesaan

dan Perkolan Manpakan Rns pajek kabupaten/om,
b. talwa dalam rangka paliisanaan pemunguian Pajek Bumi dan
Sehaor Parkctaan & wilayah Kol Surabaya sena )

ketaniuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor
Tabwn 2000 wntang Pagax Dasrah dan Retricusi Daerah, perlu
Mangatur keentuan lentang Payjak Bumi dan Basguran ihususnya
Seler Parkotaan ddam Peratuan Daeah,;

C balma bDérdasanan patiebangan sebajamanana dimaksud pada
hurgl & dan horul b, perlu mesbentuk Pemturan Dasrah wntang
Pagk Bumi can Bangunan Perkotaan.

Mengingat - 1. Undang-Unding Nomor 16 Tahun 1950 wntang Pemieotusan
MMWMWM“TM“
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S mm Nomor 10 Talun 2004 tentang Pambaniulan
Passturan Perundang-Perundangan (Lambaran Negara Tahun 2004
Nomer 53 Tambahan LemBasin Negara Nomeor 4339)

6. Undang-Undang Nomor 32 Tatun 2004 lenlarng Pemarintahan
Dacmh (Lembiran Nogara Tatun 2004 Nomar 125 Tambaban
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagamana telah dSubah sedua

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembanan
Nagara mumemmm
4384)

7. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2000 temang Pagak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nemer 130
Tambahan Lembaran Negans Nomer 5049

8. Pestuan Pesarintah Nomer 27 Tatun 1983 wntang Pelisanaan

Kiad Hukum Acira Pidana (Lembaran
Tabun 1983 Tambanan Lambaran Negara Nomor

9. Pamturan Pemarintah Nomer 135 Tatun 2000 Tata Cara
Pardiaan dadam mngha Penaghan Paak dengan Pasa
{Lembaan Negara Tatun 2000 Nomer 135 Tambahan Lembanan
Negara Nomer 4049),

10. Paturan Pemedreah Nemee 79 Tahen 2006 wnang Pedoman
Pembinaan dan  Pergawasan Pararintahan
Dacmh (Lembaran Negara Tahun 2005 165 Tambaban
Lambaran Negara Nomer 4593),

11, Pamtsan Mankr Dalam Negeri Nomer 53 Tarun 2007 weniang
Pangawasan Perauran Dasrah dan Peraturan Kepda Daerah,

ummmwmmatmmm
Neges Spd Deeah (Lembaran Dasrah Kota
Bu&ap 2004 Nomer 2E),

13. Parsturan Dasrah Mata Swabaya Nomer 8 Tatun 2008 Nnlang
WWMWMMMWM
T 2008 Nomoer 8 Tambahan Lembaran Daerah Kot Surabaya

Nomer 8) sebagaimana Wwiah dicbah dengan Paraturan Daerah Kota
m‘murmmwmmscm

Taborr 2000 Nomar 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Swrabaya
Nomer 12).

Dengan Perselujusn Bersama

DEWAN PERWAXILAN RAXYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan

WALIKOTA SURABAYA

Menetaphan : PERATURAN DAERAM TENTANG PAJAXK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN.
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BAS |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Paraturan Dadrah ni yang Seatsud dangan |

1. Daerah adalah Kot Surataya.

Pemerircan Dasrah addah Parasntah Ko Suratya.
Kepada Daerah adadah Walkota Suabaya

Oinas Pendapetan dan Pengelolaan Keuangan adalah Deas
Pendapatan din Pengalolian Keuangan Kota Suarabaya.

5 Pajek Dasran, yang sdanjunye deebut Pajk, adaah kontribusi
wil wepada Daarah yang wntang cleh prbad @au badan

>owoN

yang bersilat memakaa dangan Baak
mbhadan secaa dan dgunakan uniuk
képerduan Dasrah bag sebasar-bésamya fakyat

mm

12.Tahun Poak addah jangha wabiu yang Lvanya 1 (sau) lehun
Kadenchar.



1

N

6

16. Suat Ketatapan Pajak Dasrah, yarg selanjutnys dsinghat SKPD,
adalah Suril keMMpEN Pk yang meneroukan baser jumian
Pokok pagn yang Niteng.

17.Suat Saton Pagak D&nmmwm
adalah DU pemBayiran GlU  DaMESOran  pajk m‘m
dlakuan dengan menggunakan foreulr  alau teleh
Gangan cara N ke kid uimum daerah salaiuil ot pembayaran
yang ditunguk cheh Kepaka Daerah.

18.5uat Ketalapan Pajak Dearah Kumng , yang sdenjutrya
diangkat SKPDKE, adalah surat ketetapan mmmm
Datarryad  jumlah  pokok  pagak, umlah  oedE  pagak jumianh
Reburangan pemBayRten  pOMOR Dagak, Desanya Sanks

mmwmmmm ymm
diaingiat SKPDLE, adalah sordd hatetagan pajak yang Meneniukan
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15. 8wt Pambertahuin Paak Tentang, yang salanjulings denghat
SPPT, adalah suratl jeng Sgunakan  unluk  MemBomahukan

kepada Waph Paga

mmmmmmmw

kbumangan  pembayaen pagak, bBasanya
mmmwmmmmm.
19.Surat Kawtagan Pajak Dasranh aame

sdanjutrya dsinghat  SKPDKET,
mwmmmmmm
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Pambar fafuan T , Sural  Keletagan Daarah,

Pk MmN Bursi Ketatepan. Pojak
Dasaran Tambahan,

Daerah Nind, Swral Ketolapan Daarah Lebih Bayar, Susa

2. Pemungulan  adalah  suatc  anghdan  hegiatan mude  das
penghirpunan data oy dan Subpk pigek, peneniuan
mmmmwmwm
Pigk sama pengamasan penywionannya.

ummmwwm

2B Peryidian Indas pdana & Bdang parpaaian daonh  adalah
mﬁmm dlabban deh Penyidih wnbuk mencas
mmwmmmm
MMCMMMmm
MENGOULE lersanghanya.

2. K Umum Dadrah adalah lempal panyierpanan uang daerah yang
diertuhan okh Kepala Doerah uniuk menampung  sahsuh
penarimaan dadrah dan dgunakan wiluk mambayadr  Saleruh
pangeduann daaran.



BAS
NAMA, OBJEK SUBJEX DAN WANE PAJAK

rmmammmm
i menara
(3) Oopk Pahk yang tdak denakan Papk Bumi can Bargunan
adalah cbuk papan yarg |

& digwakan deh Pemeninmh Pusat, Pemariotah Proviesi dan
Pamenionan Dadrah untuh parryukingoanien pemanintanan

B digunahan semala-mata bk malayani  kepentingan umum
¢ bdang ibadah, sodial  usSehaln, pendddan  dan
hebudaysan  nasional,  yang  Gdak  dimaksudan uniuk
Mempanokan keuniungan,

€. digunakan unmuk hutunn, peninggalan purtakada, ateu yang
Sejenc dengan du;
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Bemarmya % Tdak Kana Paak dietaphan
«)Mlbdm (ina Delas U rupah) wnluk setap

Wajh Pagak.

anw diajuban okh Wk Pajek
“ "&mwmmm

t

Agatila senlah Bogka muiqmlum'wnog

mmwmmch
ummmmmw
didpban W dangoap deaiyd  dan MM..*.

E
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DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal &
(1) Dasir pengenaan Pajak Bumi dan Banguran adalah NJOP,

Besamya NJOP setagarana dmabsud pada ayat (1) distaphan
sdtiap 3 (Nga) thun, kecual ol Objek pajak Nty depat
diulaphan setap lahun sesuid dengan perkembangan wilayahiya.

(3) Pendtapan Desamya NJOP sebagaimana dmaksud pada ayet (2)
dilsdoban deh Kagala Dasrah.

Pasal 7
(1) Tas Papak Bumi can Bangunan diltaphan sebaga Darkus |

. uniuk NJOP sampe dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
npiah) dntaghan sabasar 01 N (nol homa satu parsan) D
g

B uniuk NJOP datas Rp1.000.000.00000 (satu miyar rugiah)
dlatapkan sabasar 0.2 % (nd homa dua persen) par lahun.

(2) Datam ha m bumi  danlitas  bangunan  dapat
menimbubian gangouan  WNmadap Miaka Shanakan
mrbahan tarl sebaaa S0 % (ima parsan) dari tal Pajak

Mmmmmnmmmm

A untuk NJOP sampa dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
napiah) ditaghan sebasar 0,15 % (nod koma Bma balas persen)
per tatwr

B untuk NJOP dates Rp 100000000000 (satu miyar rugiah)
dlataphan sabesar 0.3 % (nd Loma Bga Darsen) per ahun.

(3) Dabam hid pemantaatan bumi davatau bargunan ramah Snghungan
davialiu merupdan bargunan
maka dapatl Gberdan muu:‘m 50 % amhm
parsan) das tad Pajak Bumi dan Bangunan sebagamana dimaksud
pada ayal (1), sehngga menjadi sabaga bast :

A unius NJOP sampal dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu mityar
npiah) ditapian sebesir 0,05 % (nad soma ol lma persen)
pér tatwrg

B untiuk NJOP dasas Rt 00000000000 (satu miyar rugiah)
distapkan sabasar 01 S (nd h0ova SaU parsan) par ahun.
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Latak ctrpek papak Bumi dan Bangunan sebagal pagak terutang adalah di
wiayah dagrah.

BAB YV
MASA PAJAXK

Pasal 10
(1) Tatun Pajak adadah jangha wakiu 1 (saty) tahun kakinder,
(2)Saal yang maneriuban papk lerutang adalah manuns kéadaan
Olyek Cap (ads tangoal 1 Januin.
(3) Masa papk dimuda tangoael 1 Januan dan barakhir 31 Dusember
pada Whun bakonaan.
BAB W
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11
(1) Pendataan dlakuban dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagamana dmaksud pada aydl (1) harus disi dengan

(3) Katentuan lebis lanjut mengend Lata cate pandalaan dan palagoran
Otyak Pagh sebagamana dimaksud pata ayat (1) dets dangan
Paraturan Kepak Daerah.

Pasal 12

(1) Bardicarkin SPOP sebagamana demabsud dalam Pasal 11 1
Kapaa Dasrah menertitan SPPT. s
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(1) Permungatan Pagak Bumi dan Bangunan dilirang dbaronghun.

(1) Dadam jangha wabiu 5 (Ima) lahun sehodah Saal entangnyn pajak,
Merer Dilian |

. SMPOKE jha Dirdidarsan hasl pemerdsaan dau hadrangan
lain pajak yang lenmang tdak dliu dureng dayar,

b. SKPDKET jka diemukan data baru danvilau data yang semda
Dédum larunghap yang marpebabban peanambahan jurdah pajak

yang
¢ SXPDN ja jumiah yang lrulang Sama besarya dengan
Jerrian ket pagek au pagh Bk dan Sdak ada ket
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maun Pacad 12 ayet (1) Gan ayat (2) sena
ayal (1) datur dengan Peratusn Kapala Daaah,

um(i)“ndmom?ulnnnmm

Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 16
Kapala Dasrah dapatl menertitin STPO jka -

Q. pajak yang lantang tdek ati kukng dbayar,

b, dad hasll peraiian SPOP wrdapat hehurangan pembayann
sebaga shitat sdah s danfatau salah Niung

C wijd pajek cikenakan sanksi administral! barupa bunga
darvatau denda.

Jumiah Aerangan pagah yang Nrutang dalam STPD sebagamana
dimabsud pada ayat (1) hund @ dan hurd b dlambah dengan Sanksi
adminsvall berupa bunga sebeadr 2 % (dua persen) setiap bulan

uniuk sabng lma 15 (Bra Dalas) Dulan Sapk Saat lerulangrye pajah.
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2y
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12

Bagian Ketiga
Tata Cars Pembayaran dan Penagihan

Pasal 17
Pajak Dardidirkan SPPT sebagamand dimaksud
mu 1) hans Shunas selambat-lambaliys 4 (empa)

mmwmmm.ﬁm

penagihan hars dlunas dalam jangka
wikhs paling lama 1 (Sau) bulan sejak langgal darbihan

Pajak yang Wseng setagaimina dmakaud pada ayal (1) dan ayt
(2), pada saat gtuh tempo Sdak dbaywr dau
dbiypir, Sunakan sanksi bérupa unga sebehir
(uw)Mmmmﬂpﬁm
dengan hari mmmmmmum
puluh empat) bulan.

Kepada Daarah atic permmohonan Wals Pajak setelah mamanu
persywraian yang Sniuban depal membarian pasalsan hepada
Wagd uniuk Mangangsur alu Menunda pambiayanan
déngan bunga sebasar 2% (dud Darsen) setiap bulan.

(5} Pajak yang lerutang Stayar ke Kas Umum Do atau teepat

pembayann lin yang Stunpuk oleh Kepala Dasrah.

(6} Kelentuan kb lanjut Mengenal tata cars pembayanan,

(1

2)

8l

Penywicoan,
ANgSUNEN dan Penundadn pembayaren pajak dalur dengan Pakiuran
Kapala Dasrah.

Pasal 18

Wntang besdasakan SPPT, SXPD, SKPDKB,
, STPD, Sural Kepuusen Pembatuan, Sunal Kepuusan
Wigidh Pajak pada waklunya dagal dagh dangan Suratl Palkaa

Panaghan pagik dengan Sura! Paksa dlddsanckan bDerdasanan
peraturan pafundeng-undangan.

Bagan Keempat
Kuberstan dan Bandeyg
Pasal 19

Wit Pajek dapat mengajuhan Meteriln hame Mpads Kepala

a. SPPT,
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¢ SXPDKE;
d. EXPDKET,
w. SXPOLS; can
. SKPON

(2} Kaberalan dajukin secara londs dadem tahasa hdoneaa dangan
deana dicin-aksan yang plas

(3} Keberatan hans dagkan dalam Rogha wikils paling lama 3 (5ga)
Dulan Sejak sur dimaksud dalam ayat (1),

(4) Keberatan dipet dagukan apabia me

Datrah atau Pejabar yang dlunpk aau nda Sura
Kabératan madu suril pos lercatal sebagal Nda bukd penerimaan
Surat Keberatan

1) Daatah dalam
e oy
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(2) Kapala Dasrah dagat :

A MANQUIRNGRAN Aliu manghapusian sanksi admnaral berupa
bunga, dendd dan kénahan pa@k yang tWrulang menuns
pératiran penndand-undangan papaman daash, dadam ral
Sanksi Wbt dienakan harena kebhdafan Wigk Pajak dau

Duban kirena hasalahany i

b. menguangian oy sesbauban SPPT, SKPD, SKPOKE,
SXPOKET, STPD, SKPDN atau SKPOLE yang tdak banar,

G MENguanghan atiu sesbataban STPD,

d. membataban fasil pemerksasn dau Aeklipan pajek yang
dlabsanekan aliu SNDan Sk sesual dengan Wil cara yang

. menguranghan aliu membaldhan keldtapan pajak terutang
didam hal objek pajak Nrkena Dencana dam alau sebad lan
yang bar Diaca.

L menguranghan Mbdipen papk  lendang Derdasatan
pertimbangan kémampuan mentaya Wish Pijak dau hondia
el CEpeb paga,

(1) Mmmmmwmm
parmaohonan pengembabien kepada Kepala Dasran

(2) Kepala Dasran dalam jangha wibiu pabng lama 12 (dud belia) tulan,
sajak dierioanyd parmahonan pengemtalan hekbhan pembayaan
Pajak scbagamana dmalsud pada ayat (1), haus mamberican

(3) Agabia jangka waklu scbagamana dmaksud pada ayet (2) talah
dlampau den Kepala Daarah tdak manmbeshan suals kepulusan,
mwm-‘mmm
Wﬂmmmm palng lama
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(5) Pangesbddian kekbiin pambayiran Pajak setaganand diraksud
pata ayet (1) dlakuban dadam jengha wikls paling lama 2 (Gua)
Dulan sepak Serbidanma SXPOLE

(5} Sha pengembalian helebhan pombayaran Pajak dilihukan setalah
wmit 2 (dua) tulan, Kepala Dacmh mambardan imdalan bunga
sabesar 2% (ud parsan) Sefisp bulan als  keledambatan
pembayaran kekdihan pambayiran pajs.

(7) Ketentuan kbih Lot mengena e cam gangeembalian kelebihan
mmuﬂmmmmmmm
dengan Peraturn Kapala

Pasal 26
(1) Hiak ontuk madabuban penaghan Pajak sanadi ddauwvansa setakah

melarpad wakly 5 (ma) Nhun aMilung sejek st Nrdangnya
pagak, kevual apatda Maph Pagax ralinucen ndah codan & tadang
perpagan dasrah.

(2) Kedaduwirsa Ponagitan Pagak sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
eriangguh apabila !
Q. dlartitean Susd Teguran dany alau Surat Paksi sau

b. ada gk dari Wab Py Dk
pangakuan ularg pagk Pajak, baik langsung

(3} Dadam hal dterbidan Surat Teguran dan Swit Paksa sebhagamana
dimabsod pada ayat (2) hunuf 8, kedaluiwarsa panaghan ditiung
Ssajak Engoal penyaspeian Sural Pabaa lersabut.

(4) Pangakuan wang pajek secana Bngeung sebagamana dimaksud

(5) Pengaluan Wing setira Sdak largsung sebigaimana dimaksud
pada wyal (2) houf b dapat Shetahui Gl pangajuan permohonan
ANGSUNEN AU PENUNdREN PorBayiran Can PeMOOnan keberaan
okah Wit Pajak.

Pasal 27

(1) Pistang Pajak yang tidek swnghin dlagn lagi kanena hak unouk
melabuban penaginan suteh redabwirsa dagadt dhagushan

mmmmmmm

ayar(1y
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C MAmBaian kitarangan yang Soeruan.

(3) Agabia pada aaal pomariksaan, Waid Pajak Bdak medaksanahan

hemigban sabagairmana deaksud pada ayet (2) Mmaka pajak terulang
dlataphan Setara jabatan

(4) Ketentuan ki Bojut mangonal lia cirs pemofhaaan Pajek dalr
déngan Peratusin Kepala Daerah.

BAB X)
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

(1) Iratansi yang malabsanakan pamungutan Pajek Bumi dan Bargunan
digat dberl sand! alis ditir pancapalen Linega ey,

Pemrbanan nsens! Srrarsud 1
(2 Sahiagabmiivia’ dhautonad s Ut {1) Setaphuin

(3) Ketentuan kbtéh lanjut mengenal Wil can  pembedan  dan
pemaniaaten insenll sebagaimana dmaksud pada ayatl (1) dakur
dengan Peraran Kepala Daarah dergan Dérpedoman pada
Peraluran parundang-undangan yang befauy.
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4

("

Dipcudlicin darl ketontuan sehagamana deaksud pada ayat (1)
die Gyt (2) adadah

a. dan nags ahli yang benindak Sebagal Saksi Mau saks
dadam sdang pergacien,

alau pardata, aas Nakim s Hubum Acira
Pidana dan Hukum Acara Perdass, Kepals Desrah dagat mambas
@n ks wpada dimaksud pada ayee (1)
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(2) Pamydik sebagairana dmabsud pada ayet (1) dalam medaksanahan
LGRS MRMOUYE wewenang |

A, Mararima, moencad, menguerodban, dan menelll LeNmngan dau
Bporan birkenaan dengan lindak pitana & Lidang perpaalan
Dasrah agir hetarangan aau liporan Nrsedet maned kbin
Wy e alas,

b. manall, mancand, dan Mengurpuihan MRENGEN MENgENal orang

C oaminla ketarangan dan bahan Duld dai crang pribads aau Badan
sehutungan dengan Sndak pidana di bidang perpagakan Dasnarc

d.meroas bubu, cllaan dan dohumen it Bedonaan dangan
Sndak pidana di Bidang perpagan Dasrarc

. malluken pengoelidahan ik mendipatan bahan Bukl
pambukuan, pencalatan, den dohumen an, Seta selakukan
parrpdaan terhatae Dahan Dubl tarsatut;

[ maminta bantuan wnaga bl dalam rangha pelabsanaan woas
parpdban Sndek pidana & Lidang parpajaken Daerah,

omymmmmw
dan maverikia dentias onang, benda, dandilau yang

dtawa;

h.oamorel Mseong yang Dirkalen engen lindak pedana
arpagaban Caerah,

L masangol orang uniuk didengar helrangamya dan dipardas
SLagE Lrsangha ali saksd,

J manghenSean penyldian dankitiu
twmmmmwmw

Sndak pidana & bidang paerpajaban Dodrah sesud  dengan
Rl uan DArAlUran parnndang-undangan.

(3) Ponpdik sebagamand dimaksud ada ayat (1) memboalahukan
dimulangg penyidian dan servpargalan bhasl  penydanmys
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Pasal 35

Denda sebagamana dimaksud dalam Pasal 32, Paaal 34 ay (1) dan
ayat (2) menupakan penedmaan Nega.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Paraturan Daerah ini el berlaku pada anggal 1 Januas 2011,

- memersiahnan
Agar salap mw penguNdangan
Dasrah Kota Suabaya.
Distaphan di Surabaya
pada mnggad 29 Nopembar 2010
WALIKOTA SURABAYA
"
TRI RISMAHARINI
Dindanghan & Surabaya
pata ngga 29 Nopember 2010

SEXRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
nd
SUKANMTO HADS SH,
Pemting Ulama Madya
NIP. 19570706 1968303 1 (20
LEMEBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 10

Salnan saauai dengan
nsmmmm
Aseen Pamerintahan
w.b

Kepals Bagian Hukum,

NOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.
Pembing
NIP. 19720831 199703 1 004



LAMPIRAN 3

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAFTAR UPTD

UPTD KECAMATAN ALAMAT NO. TELP/FAX

SURABAYA1l | BUBUTAN JL. JAKARTA BARAT TLP. 031 3298091
PABEAN CANTIKAN NO. 2A FAX. 031 5423290
KREMBANGAN
SEMAMPIR

SURABAYA?2 | TEGALSARI JL. TAMBAK REJO V/3 TLP. 031 3771012
SIMOKERTO FAX. 031 3770936
GENTENG

SURABAYA3 | GUBENG JL. SUKODAMI NO.1 TLP. 031 5941436
TAMBAKSARI FAX. 031 5990225
BULAK
KENJERAN

SURABAYA 4 | ASEM ROWO JL DUKUH KUPANG TLP. 031 5688116
SUKOMANUNGGAL BARAT 1/25
SAWAHAN
DUKUH PAKIS

SURABAYAS5 | PAKAL JL. DARMO INDAH TLP. 031 7329474
BENOWO BARAT V/1
TANDES
SAMBIKEREP

SURABAYA 6 | KARANGPILANG JL. RAYAWIYUNG NO. | TLP. 031 7665094
WIYUNG 89
LAKARSANTRI
JAMBANGAN

SURABAYA7 | GAYUNGAN JL. JEMURSARI UTARA | TLP. 031 8419985
WONOKROMO V/11
WONOCOLO
TENGGILIS MEJOYO

SURABAYA 8 | GUNUNG ANYAR JL. RUNGKUT ASRI TLP. 031 8791777
RUNGKUT TIMUR XVIII/2 RK 5L
MULYOREJO NO. 9
SUKOLILO
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LAMPIRAN 4

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK

Menimbang

Mengingat

PAJAK BUMI DAN BEANGUNAN PERKOTAAN

WALIKOTA SURABAYA,

: bahwa dalam rangka meningxatkan akuntabilitas Kkinerja dengan
memberikan pefayanan prima kepada wajb pajak sera meningkatkan
polensi Pajak Bumi cdan Bangunan, perly diletapkan Peraturan
Walikola tentang Pendaflaran, Pendataan dan Pendsian Objek dan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kola Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa TimurlJawa
Tengah/Jawa Baral dan Daerah Istimewa Yogyakaria
sebagaimana lefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730),

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844),

3. Uadang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temang Pembentukan

Peratran Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

6. Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4533),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 69),
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8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daersh Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor B) sebagaimana lelsh diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomer 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah
Kots Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 lentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkolsan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomeor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tabun 2010 lentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah
pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67),

11. Peratwran Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 lentang
Rincian Tugas dan Fungs Dinas Kols Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 268 Tahun 2012
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan dan Pengeloisan Keuangan yang selanjutnya
disebut Dinas adalsh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kota Surabaya.

2. Unit Pelaksana Tekns Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD,
adalsh unit pelaksana feknis dinas pelayanan pajak dasrah pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

3. Kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolsan Keuangan yang
selanjutnya  disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

4. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjulnya disingkat PBB
adalah pajak atas bumi danfatau bangunan yang dimibki, dikuasai,
danfatau dimanfaatian oleh orang pribadi atau badan untuk sekior
perkotsan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan perfambangan.
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5. Nisi Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah
harga rata-rala yang diperoleh dari transaksi jual bel yang terjack
secara wajar, dan bilamana lidak ferdapast transaksl jual beli,
mopdnmmupmmnwmmnmhn
yang sejerss, atau nilai perolehan bary, atau NJOP pengganti.

6. Subjek Pajak adalsh orang prnbadi alsu Badan yang dapat
dikenakan Pajsk.

7. Wajib Pajak adalsh crang pribads atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunys
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang sefanjulnya disingeat

disingkat LSPOP adalah formulir yang digunaican oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan data ninci objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perkolsan sesus dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

10. Suratl Pemberitahuan Paak Tenstang Pajak Bumi dan Bangunan
Perkolsan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan yang levutang kepada Wajib Pajak.

11. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah adalah sistemn
yang lerintegrasi untuk mengolah informasi/data objek Pajak Bums
dan Bangunan dengan bantuan kompuler, sejak dan
pengumpulan data (melalus pendaffaran, pendataan dan
penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor cbjek pajak),
perekaman data, pemelharaan basis data, pencetakan hasi
keluaran (antara lain berupa Surat Pemberitahuan Paak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Setoran Pajak
Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Daflar
Himpunan Ketetapan Pajak), pemantasan penerimaan dan
pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada
wajib pajak melalui pelayanan salu tempat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintshan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
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Pasal 2
Pelaksanaan pembentukan Basis Data Sistern Manajemen Informas
Objek Pajak Daerah PBB dilakukan melalui kegiatan :
a pendaftaran cbjek dan subjek PBB;
b. pendatsan objek dan subjek PBB;
c. penilaian objek dan subjek PBB.

Pasal 3

(1) Pendaftaran objek PBB ssbagaimana dimaksud dafam Pasal 2
huruf a dlakukan oleh subjek PBB dengan cara mengis SPOP
danfatau LSPOP.

(2) SPOPALSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap seria
ditandatangars dan disampaikan ke Dinas atau UPTD Pelayanan
Pajak Daerah yang wilayah kerfanya melipus letak objek PBB,

paing lambat 30 (tiga pulsh) hari selelsh tanggel diterimanya
SPOPILSPOP oleh subjek PES atau kuasanya.

(3) Wajib PBB yang memilii Nomor Pokok Wab Pajak
mencantumkan Nomor Pokok Waib Pajak  pada kolom yang
lersedia dalam SPOP/LSPOP.

(4) Formulir SPOP/LSPOP disediskan dan dapat diperoleh & Dinas
atau UPTD Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 4
(1) Pendataan cbjek dan subjek PBB sebagaimana dmaksud dakam
Pasal 2 huruf b diskukan oleh Dinas yang hasilnya dituangkan
datam formulir SPOPLSPOP.

(2) Pendataan objek dan subjex PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan cara ©

a. penyampaian dan pemantauan pengembalkan SPOP/LSPOP;
b. identificasi objek PBB;

c. verifikasi data objek PBB;

d. penguiuran bidang objek PBB.

Pasal §

(1) Penilaian objex PBB sebagaimana dimaksud dsfam Pasal 2
huruf ¢ dilakukan cleh Dinas bask sacara massal maupun secara
indvidual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang tefah
ditentukan.
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Pasal 6

Dinas dapat melakukan kegiatan yang berkailan dengan kebijakan
pengembangan dan penyempumaan Sistem Manajemen Informas

Objek Pajak Daerah PBB.

Pasal 7

Pemeliharaan Basis Data Sistemn Manajemen Informasi Objek Pajak
Daerah PBB diakukan dengan cara :

a. Pasi, yailu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan cleh
Dinas berdasarkan laporan yang dilerima dar wajib pajak

b. Ak, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh
mmmmnmmnmm
dan subjek paak yang ada dengan keadaan sebesnamya di
lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek
pajak dengan ratawala nils pasar yang ledadi di lapangan,
pdnksmya sesuai dengan prosedur pembentukan basis

Pasal 8

Setiap Pelugas stau tenaga ahli atau Instansi yang diletapkan oleh
Dinas untuk melaksanakan kegatan pendafleran, pendatsan dan
penilaian objek dan subjek PBB daksm rangka pembentukan dan/atau
pemelharaan Basis Data Sistern Manajemen Informasi Objek Pajak
Daersh PEB wayb merahasiskan segala sesustu yang diketahuinya
atau diberitahukan oleh waib pajak sesus dengan ketentuan Pasal 30
Peraturan Daersh Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Bums dan Bangunan Perkotaan.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaflaran, pendataan dan peniisian
objek dan subjek PBB dalam rangka pembentukan dan/atau
pemeliharsan basis data Sistem Manyemen Informasi Objek
Pajak Daerash PBB, Dinas dapat bekerja sama dengan Pejabat
Pembuat Akta Tansh dan/atau instansi lain yang terkait.

(2) Pendataan dan penilsian objek dan subjek PBB dalam rangka
pembentukan dan/atsu  pemeliharaan  basis data  Sistem
Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah PBB dapal dilakukan
oleh pihak ketiga yang memenubi persyaralan teknis yang
ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas sesusl dengan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 10
Biaya pelaksansan pendaftaran, pendataan dan peniaian objek dan
subjek PBS dbebankan pada APSD.

Pasal 11
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek
dan Subjek PBB dalam rangka pembentukan dan/atau pemebharaan
Basis Data Sstem Manajemen Informasi Objek Pajak Daerah PBB
diatur lebih lanjut oleh Kepaka Dinas.

Pasal 12
Peraturan Walikota ini muksi berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Surabaya.
Ditetapkan & Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2012
WALIKOTA SURABAYA,
tid
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 2 Juli 2012

an SEKRETARIS DAERAM KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.
HADISISWANTO ANWAR
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan asknya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan

ub
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat |
NIP. 19730504 199602 2 001.
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%

S

Nomar §- G4Z MKOTRON0 Jakans, |gNovember 2010
Sitst Siasa
Mo Forsetujuan Pelskssraan Pemunguian Bea

Pesaichan Hok atas Tansh dan Eangunan
{BPHTB) serta Pajet Buri dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PEB.PZ)

Yth. ‘Waokkota
Jalan Amero 25-27
Swuabays ~ Jewa Timr

Sehubengan dengan bebersps suml Saudara, terakhir Nomor STUB112M436.7.1
m‘omwmmo.wmmmmmnmw
tahan 2011, dapat kami sampafkan sebagai beriut:

1. mhwmwmmmwtuwmom
mwwu-nmzoummmmswmm
Pajak Daecah dan Retribusi Deerah (WWU-PORD).

i WMI&MOWWWMM
Mots dapat memungut BPHTE muai sanggal 1 Januar 2011.

3 Tmmmmmmmmwmmm
zmtmmmmmawwmm
s8baga berlut:

a. Persturan Dacrah (Perds) dntang PEB-P2 sobagal dassr utan;

b Pemluran Walkols mengens 1% cara psmunguian FEB.P2 (SOF) sebagal
peraturan dari Perda tentang PEB-P2. dan

e Sarana dan prosarsna yang terkak dengsn pemnguian PBB-P2

mmuommummmmnw&mm

mm-mmuummummwa-nm

barislan dengan bak.

& Mmminipuhkumukmm)#dmm-mbkommsm
menjadi P Prawe! pemunguion PBB-F2,

mwm.mwnmmwmmm.

an Monten Keuangsn
Fgs. Direktur Parimbangan Keusngan

NIP 1%3050019%”1002
Tembusan

1. Merteri Keuangan (sebagal lsporan),
2 Dirskiyr Janderal Pajok
3 Kepals Dinas Pencapatan Kota Surabiyi.

Gedung o Lantal 3 Jalan Cr Vialscka Nemor 1, Jakarts 10710
Telepon (021) 3445230 Faksimie (021) J80 8334 Skus www depkey go id
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LAMPIRAN 6

PEMBERITAHUAN JADWAL PELAKSANAAN
MOBIL KELILING PEMBAYARAN PBB

168

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH WARGA KOTA SURABAYA BAHWA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA MENGADAKAN KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DENGAN MOBIL KELILING KHUSUS HARI SABTU DAN MINGGU DI BULAN DESEMBER
2013, PUKUL 09.00 S/D 14.00 WIB DENGAN JADWAL SEBAGAI BERIKUT:

NO

TANGGAL

TEMPAT

UPTD
SBY

2

7 Desember 2013
Sabtu

Kantor Kel. Wonokusumo

Balai RW 7 Pandegiling

Pantai Ria Kenjeran

Kec. Sawahan

Kolam renang Citra Land

Kel. Jemur Wonosari

Kec. Rungkut

O|IN(o|g|A (WP

8 Desember 2013
Minggu

Kantor. Kel. Wonokusumo

Kel. Wonorejo

Pasar Karang Menjangan

Kec. Sawahan

Fresh Market Citra Land

Kantor UPTD

Komplek Ruko Galaxy Bumi Permai Blok H5-233A

O|N(o|g|A (W[N] -

14 Desember 2013
Sabtu

Jembatan Merah Plasa

Kel. Kedungdoro

Pasar Pucang

Kec. Sukomanunggal

Kantor Kec. Tandes

Kel. Wonokromo

Kel. Klampis Ngasem

O(N|o|g|~(wWw|IN(F-

15 Desember 2013
Minggu

Pusat Grosir Surabaya

Kel. Embong Kaliasin

Pasar Tambaksari

Kec.Sukomanunggal

Giant Supermarket Tandes

Kel. Kandangsari

BPL Pakuwon Jati Kel Kejawen Putih Tambak

(N[O WIN| -

21 Desember 2013
Sabtu

Kantor Kel. Pegirikan

Balai RW 4 Ketandang Lor

Pantai Ria Kenjeran

Kec. Dukuh Pakis

Kantor Sekretariat Villa Sememi

Kec. Tenggilis Mejoyo

Kec. Rungkut

0N [WIN| -

22 Desember 2013
Minggu

Kantor Kel. Dupak

Kel. Ketabang

HTM Kel. Tambaksari

Kec. Dukuh Pakis

Pondok Benowo Indah

gl (w|N|-
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(o))

Kel. Gayungan

~

Kec. Mulyorejo

o]

28 Desember 2013
Sabtu

Kantor. Kel. Sidotopo

Kel. Tambakrejo

Taman Lansia Kelurahan Gubeng

Kec. Asem Rowo

Balai RW 1 Sememi Benowo

Kec. Gayungan

Kec. Manyar Sabrangan

XN |W[(N| -

29 Desember 2013
Minggu

Kantor Kel. Moro Krembangan

Kel. Sidodadi

Pasar Dukuh Setro Kel. Dukuh Setro

Kolam Renang Citra Land

Kel. Ngagel Rejo

Kec. Gunung Anyar

(N[O W|IN|-




.aC.|
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SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK m NOT 4iinh
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN
NOP
LETAX ORIEN PRIAK NAMA DAN ALAMAT WAID PAJAK
4
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LAMPIRAN 8
SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

BENTUK DAN ISI FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Menimbang : a.

Mengingat @ 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna
menunjang kefancaran pefaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan di Kota Surabaya serta sebaga pelaksanaan
ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kola Surabaya Nomor 10
Tahun 2010 fertang Paak Bumi dan Bangunan Perkotsan periu
mengatr Benluk dan & Formulr Surat Pemberitabuan Pajak
Terutang dan Sural Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perkolaan dalam Persturan Walikota;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dakam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota lentang Bentuk dan
Isi Formulr Surat Pemberitahuan Pajsk Terutang dan Surat
Setoran Pajsk Daersh Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Proping Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarts ssbagamana
felah divbah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1985
(Lembaran Negara Tahun 19685 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomoar 2730);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah divbah kedua
kak dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daersh (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomeor 5234);

156
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5. Peraawan Pemerntah Nomor 58 2 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negam Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomar 4578

6. Peratran Pemerntah Nomor 7% Tahun 2006 ‘tentang
Pedoman Pembinaandan Fengawasan Penyeienggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
1656 Tambahan Lembaran Negara Nomar 4553

7. Perasran Mentert Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeiciaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kall dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tabun
2011 (Serta Negara Tahun 2011 Nomor 310);

8. Perasoran Menlern Dalam Negern Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Serfia Negara Tabhun

2011 Nomor 594)

Organisasi
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 12

10.Peratran Dacrah Kota Surabaya Nomor %0 Tahun 2010 temtang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor B).

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUK DAN IS| FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT
SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERKOTAAN.

BAB |
KETENTUAN UNUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walkota inl yang dmaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Waliota adalah Wallota Surabarya.

4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjuinya

disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kota Surabaya

Unk Pelaksara Teknis Dinas, yang selanjuinya dsingkat UFTD,

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah pada

Dinas Pendapatan dan Pengelciaan Keuangan Kota Surabaya.

6. Papk Dacrah yang selanjuinya disebett Fajak adalah kontnbusl wajd
kepada Daerah yang ftorutang olkeh orang prbadi atau badan yang
bersiat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tdak
mendapatian imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperiuan Oaerah bagl sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

[
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5. Peratwan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tabhun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomar 4578)c

6. Peratran Pemerntah Nomor 7% Tahun 2006 ‘tentang
Pedoman Pembinaandan Fengawasan Penyelenggaraan
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
166 Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4553

7. Perasuran Mentert Dalam Negerdt Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeiciaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kall dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tabhun
2011 (Serta Negara Tahun 2011 Nomer 310);

8. Peradoran Menlern Dalam Negern Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serfia Negara Tabhun
2071 Nomor 694)

9. Peratran Daerah Kota Swrabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Omganisasi Perangikat Daerah  (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kola Swrabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 12 Takun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahwn 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Xota Surabaya
Nomor 12)

10.Peratran Dacrah Kota Surabaya Nomor %0 Tahun 2010 temtang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor B).

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUKXK DAN IS| FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT
SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERKOTAAN.

5. Unk Polaksara Teinis Dinas, yang selanjuinya dsingkat UPTD,
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajk Daerah pada
Dinas Pendapatan dan Pengelciaan Keuangan Kota Surabaya.

E. Papk Dacrah yang selanjuinya disebutt Fajak adalah kontribusl wajb
kepada Daerah yang lorutang oleh orang prbadi atau badan yang
bersiat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tdak
mendapatian imbalan secara langsung dan digunakan unfuk
keperiuan Oaerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
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13.Tahun Pajpk adabh jangka wakiu yang Bmanya 1 (sau) Shun
kalender.

14.Pajk yang terutang adalah pajak yang harus dbayar pada sualu saaf,
dalam masa pajak, dalam ahun pajak atau dalam bagian tahun pajak

€. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPO, adalah
buka pembayaran atau penyeloran pajk yang telah diakukan
menggunaikan formullr atau tolah dilakukan dengan cara lain ke kas

umum daerah melalul tempat pembayaran yang ditunjuk aleh Kepala
Daerah.

17.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpan uang Daerah yang
dientukan cleh Kepala Daerah uniuk menampung selunuh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar sebruh pengeluaran dasrah.

BAB
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
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(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan foemulr

(3) Formulr SFPT sebagaimana dmaksud pada ayat (2) bers informasi
sebagal berkut:
a. Halaman depan -

1. Nama Kantor “PEMERINTAH KOTA SURASBAYA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN",

2. Nama Kantor "UPTD FELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH
1-8;

3. Nomor ser formulr;

4. kformasi berupa tulsan "SPPT PBE BUKAN MERUPAKAN BUKTI
KEPEMILIKAN HAX",

Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAX
BUMI DAN BANGUNAN TAMHUN ...

Kode Akun;
Tahun Pajpk dan jenis sekior PES;
Nomor Objek Pajak (NOF),

. Letak cbjek pajak;
10. Nama dan alamat Wajb Pajak;

11. Nomar Pokok Wagd Pajk (NCWP)

12.Objek Pajak;
13. Luas bumi danvatau bangunan

14, Kedas bumi dandatau bangunan;

15. Nial Jual Cbjek Pajak (NJOP) per m* bumi danfatau bangunan;
16. Total NJOP bumi danfatau bangunan;

17.NJOP sebagai dasar pengenaan FBE;

18. Nial Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKPY

15. NJOP untuk penghitungan FE8;

20.PE8 yang werutang;
21. Faksor Pengurang;

22.Denda / Bunga
23.PE8 yang harus dbayar,

24. Tanggal jatuh tempo;
25. Tempat Pembaryaran;

26. Tanggal peryerahan SPPT;

27.Tanda tangan petugas penyampal SPFT;

28, Nama petugas penyampal SPPT;
29. Tanggal cetak SFPT;

30. Tanca tangan Pejabat yang mengesahkan SFPT,

0 e o
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31. Judul T PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG",
32.Tahun PES Terutang;
33. Pokok P28 Tensang;
34.Denda PEB Terutang,
(Denda 2% perbulan alas pokok lenitang)
35. Jumiah P28 Terutang;

41.SSPT Tahun / Rp;

42. Tanggal dterima cleh Wajb Fajai;
43.Tanda Tangan Wajb Pajak;

44.Nama Terang Wajb Pajak;

b. Halaman belakang -
1. Penjelasan SPPT;
2. Informasi laknrvya;
(4) Foemulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

tercantum dalam Lampkan | yang merupakan bagan yang Hdak
terpisahkan dan Peraturan Walkota ini.

BAE W
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

(1} SSPD P28 Perkotaan digunakan oleh Dinas sebagal bukli pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perkolaan yang felah dbayar cleh Wajb
Pajak.

(2} SSPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulr

(3) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bens informasi
sebagal berikut:

a. Lembar 1, Halaman depan (untuk Wajb Fajak) :

1. Nama Kanlor “PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN" ;

2. Nomor serl formuin;
3. Judul* SURAT SETORAN PAJAX DAERAH (SSPD) FEB =,

4. Tempat Pembayaran : (Nama Xanior Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan)
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5. Keterangan UPTD .......... — 18);

6. Tdah menenma pembayaran PEE Tahun. .......... dan ;
7. Nama Wajb Pajek;

8. Letak Objek pajak;

9. Nomor SPPT (NOP);

10.Sejumiah : Rp. ..... yang dibayar cleh Wajib Pajak;
11.Tanggal Jatuh Tempa;

12.Jumiah yang harus dibayar (sermasuk denda);
13.Tangoal Pembayaran;

14.Jumiah yang dibayar;
15.Tanda Terima dan Cap;

b. Lembar 1, Halaman belakang (untuk Wajid Pajak) :
1. Penjelasan SSPO;
2. Informasi linnya.
c. Lembar Z, untuk Eendahara Penerima/ Bank Penerima

1. Nama Kanlor * PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN® ;

2. Judul * SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSFD) PE8B °;
Tempat Pembayaran : (Nama Kamior Dinas Pendapatan dan

Telah menerima pembayaran PEB Tahun. .......... dan ;
Nama Wajib Pajaic
Letak Objek pajak;
Nomar SPPT (NOP )
. Sejumiah: Rp. .....;
10. Tanggal Pembayaran;
11.Jumiah yang dibayar : Rp. ...... .
12. Tanda Terima dan Cap;
d. Lembar 3, uniuk Bidang Pendapatan Pajak Daerah :

1. Tanggal Pembayaran;
2. Jumiah yang dibayar;
3. Tanda Terima dan Cap;
e. Lembar 4, untuk UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wiayah 1.8 :
1. Nama Kantor " PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN" ;
2. Judul " SURAT SETORAN PAJAX DAERAH (SSPD) PBB
3. Tempat Fembayaran : (Nama Kantor Dinas Pendapatan dan
Pengelciaan Keuangani
4. Keterangan UFTD .......... — A 18);
5. Tdah menenma pembayaran PES Tahun. .......... dar ;

©mNe e s
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& Nama Waib Pajak;

7. Latak Otjek pajak;

8. Nomor SPPT (NOP);

9. Sejumiah: Rp. .....
10.Tanggal Pembayaran;
11.Jumiah yang dbayar - Rp. ......;
1Z.Tanda Terima dan Cagp;

Formulr SSF0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (35
Mmlmmmﬁ?u
mmmmm

Pasal 4

SSFD yang digunakan Eank Jatim dandalau Bank/Tempat lain yang
diunjuk  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulr

Fommulir SSPD yang digunakan Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersi informas sebagai berdas -
a Lembar 1, Halaman depan (untuk Wb Pajk) :
1. Judud * SURAT SETORAN PAJAX DAERAH (SSPD) PALAX
BUMI DAN BEANGUNAN =
. Tempat Fembayarar,
FPembayamn PES Tahung
. Nomor Objek Pajak;

°P~§w~w~
{
i

25

11.Jumiah Fokok Penstaparn
12.Kode KP PE8B fUPTD =
13.Kode Pengesahan dari Dinas Fendapatan dan Pengelolaan

17.Informasi barupa : "DINAS PENDAFATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KOTA SURASAYA MENGAKUI RESI INI SEBAGAI
ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH"



164

b Lembar 1, Halaman belakang (untuk Waji Pajak) -
1. Nama SANC JATIM Aman Terpaercaya.
2. mfomasi lainnya.
< Lembar 2, untuk Sank Jasm -
Copy dar lembar 1 untuk halaman depan
(4) Fomulir SSF0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),

(1) PFada saat Peraturan Walkota i mudai berlaku, maka Fomulr SPPT PES
yang telah docelak tetap dapat digunakan khusus untuk objek FBES
Parkotaan unouk tahun 2011,

(2) SPPT yang dimrbikan manggunakan formullr SPPT PEE sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) memilkd kekuaman hukum yang sama dengan
SPPT yang dierbitian boerdasarkan Peraturan Walkona ini.

Pasal 6

Perateran Wallkkota ini mulai berdau pada tangoal Gundangkan.
Agar setiap crang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penampatannya dalam Berita Daerah Kota Swabaya.
Deetaphan & Swrabaya,
pada tangoal 16 Pebvuart 2012
WALIKOTA SURABAYA,
nd
TRI RISMAHARINI
Diundangian di Surabaya
pada anggal 16 Pebruari 2012
SEXRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
nao
SUKANTO HADI
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 14

Salknan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
ub
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004
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PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG BENTUK DAN IS! FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna

Mengingat

1.

menunjang kelancaran pelaksanaan pemungulan Pajsk Bumi dan
Bangunan Perkotsan di Kota Surabaya serla sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Bentuk
dan Isi Formulir Swal Pemberitahuan Pagk Terutang dan Surat
Setoran Pajak Daerah Pajsk Bumi dan Bangunan Perkolsan telah
diatur dalam Peraturan Walikota Surabays Nomor 14 Tahun 2012

bahwa dalam rangka penyempurnaan Benluk dan k& Formulir Surat
Pemberilahuan Pajak Terulang dan Sural Setoran Pajak Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan Perkolsan, maka Peraturan Walikota
Nomoar 14 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam hurul & perlu
ditingau kembali;

bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul & dan huruf b, pedu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walilkota Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Benluk dan lsi Formulir Sural Pemberitahuan Pajak Terutang dan
Surat Setoran Pajak Dasrah Pajak Bumi dan Bangunan Perkolsan,

Undang-Undang Nomar 18 Tahun 1850 temtang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa TimurlJawa
TengahVJawa Baral dan Daerah kSmewa Yogyakarta sabagaimana
telsh diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomar 2730);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintshan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ssbagaimana felsh diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844),;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
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4. Undang-Uncang Nomoe 12 Tahun 2011 lentang Pembentuian
Feraturan Perundangwundangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomar 5234);

5. Peraaxran Pemerintah Nomor 58 Takun 2006 sentang Pengelolaan
Kguangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

& Perawran Pomerintah Nomor 73 Tahun 2005 fentang Pedoman
Fembinaan dan Fengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4553);

7. Perasxan Menter Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2005 sentang
Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kall cgengan Peraturan Merserl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraaran Menterd Dalam Negern Nomor 53 Tahun 2011
Pembentukan Prock Hukum Dacrah (Berita Negara Tahun 2011
Nomoe 634)C

9. Peraawran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

sasl Perangkat Daecrah (Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya

Nomor ) sebagaimana telah clubah cengan Peraturan Daecrah Kota

Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 {Lembaran Daerah Kota Surabaya

Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomoe 12);

10.Peraaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 temtang
Pajgk Bumi dan Bangunan Perwotaan (Lembaran Daerah Kot
Surabaya Tahun 2090 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
¥ota Surabaya Nomar B).

MEMUTUSKAN :
Menstapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAMUN 2012
TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT

PEMBERITAMUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal |

Beberapa kelentuan dalam Peraturan Wallkota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012
tentang Bentuk can Isi Formulr Surat Pembentahuan Papk Tensang dan Surat

Setoran Pajak Daerah Pajek Bumi dan Bangunan Perkotaan dubah sebagal
berkut :

1. Ketentuan Pasal 2 dubah sehingga berburyl sebagal beriut -
Pasal 2

(1) SPPT P28 Perkolaan digunakan olkeh Dinas unfuk memberiizhukan
WMMMPmmmM
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(2) SPPT sebagamana cimaksud pada ayat (1) menggunakan formulr
keras.

(3) Formulr SPPT sebagaimana dmaksud pada ayat (2) bers Informasi
sebagal benkut:
a. Halaman depan :
1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN',
2. Nama Kantor "UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH
1=8";
3. Nomor serl jormulr;
4. Informasl berupa tulsan "SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI
KEPEMILIKAN HAX";
5. Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAX TERHUTANG PAJAX
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN .....:
E. Kode Ayat4111101;
7. Tahun Pajk dan jenis sekior PBE;
8. Nomar Objek Pajak (NOF);
5. Letak objok pajai;
10. Nama dan alamat Wajb Pajak:
11. Nomar Pokok Wajb Pajak (NPWP),
12. Objek Fajak;
13. Luas bumi dan/atau bangunan;
14. Kelas bumi danatau bangunan;
15. Nial Jual Objek Pajak (NJOFP) per m™ bumi danvatau bangunan;
1E. Total NJOP bumi dan'atau bangunan;
17. NJOP sebagal dasar pengenaan PEB;
1B. Nial Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
19. NJOP untuk penghitungan P28;
20. PEB yang terutang:
21. Fakior Pengurang:
22. Bunga;
23. PE8 yang harus dbayar;
24, Judd T PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG™,
25. Tahun PBB Terutang:
26. Pokok P28 Terutang;
27. Bunga PBB Tensang;
(Bunga 2% perbudan atas pokok ferutang)
28. Jumiah P28 Terutang;
25. Keterangan;
30. Tanggal jatuh tempo;
31. Tempat Pembayaran;
32. Tanggal penyerahan SPPT;
33. Tanda tangan petugas peryampal SPPT;
34. Nama petugas peswampal SPPT;
35. Tanggal cotak SPPT;
36. Tanca tangan Pejbat yang mengesahkan SPPT;
37. Inlormas berupa tulisan * Terima kash atas pembayaran PB2
anda, untuk informasi PES terhutang sfahkan menghubung Cinas
atau UPTD setempat =
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(2) SPPT sebagaimana cimaksud paca ayat (1) menggunakan formulr
keras.

(3) Formulr SPPT sebagaimana dmaksud pada ayat (2) bers Informasi
sebagal berkut:
a. Halaman depan :
1. Nama Kantor "PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN",
2. Nama Kantor "UPTD PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH
1=8;
3. Nomor ser formulr;
4. Informasi berupa tulsan "SPPT PEB BUKAN MERUPAKAN BUKTI
KEPEMILIKAN HAX";
5. Judul "SURAT PEMBERITAHUAN PAJAX TERHUTANG PAJAX
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN .....c
E. Kode Ayat4111101;
7. Tahun Pajk dan jenis sekior PBS;
8. Namor Objek Pajak (NOP);
5. Letak objek pajai;
10. Nama dan alamat Wajb Pajak:
1. Nomar Pokck Wajs Pajak (NPWF);

¢ bangunan;
15. Nial Jual Objek Pajak (NJOFP) per m” bumi danvatau bangunan;
1E€. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
17. NJOP sebagal casar pengenaan PE8;
1B. Nial Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajaik (NJOPTKP);
15. NJOP untuk penghitungan PE8;
20. PEB yang terutang:
21. Fakior Pengurang:
22. Bunga;
23. P28 yang harus dbayar;
24, Juckd T PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG™,
25. Tahun PBB Terutang:
26. Pokok P28 Terutang;
27. Bunga PBEB Tensang;
(Bunga 2% perbudan atas pokok ferutang)
28. Jumiah P28 Terutang;
26. Keterangan;
30. Tanggal ptuh tempo;
31. Tempat Pembayaran;
32. Tanggal penyerahan SPPT;
33. Tanda tangan petugas penyampal SPPT;
34. Nama petugas pesampal SPPT;
35. Tanggal cetak SPPT;
36. Tanda tangan Pejabat yang mengesahkan SPPT;
37. Inlormasl berupa tulisan * Terima kash atas pembayaran PB2
anda, untuk informasi PES terhutang sfahkan menghutung Dinas
atau UPTD setempat =
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38. Nama Wajb Pajak;

3%. Letak obyek pajak;

40. Nomar Objek Pajak (NOP):

41. SSPT TahunJ Rp;

42. Tanggal dtenima cieh Wagb Pajak;
43. Tanca Tangan Wajb Pajaik:

44. Nama Terang Wagb Pajaic

2. Ketemuan Pasal 5 dubah sehingga berbunyl sebagal benkut -
Fasal 5

(1) Pada saat Peraturan Wakkota inl mutal berlaku, maka Formudir SPPT P8
yang ieiah dicetak %tap dapat digunakan khusus uniuk objek PBE2
Perkotaan untuk tahun 2011 sampal dengan tahun 2013,

(2) SPPT yang diterbitican menggunakan formulir SPFPT PE8 sebagamana
SPPT yang diterbitkan berdasarsan Perauran Wallkota inl.

3. Ketenluan Lampan | diubah sebagiarmana tercantum dalam Lampiran
Perasuran Walhota ink.

Pasal 1
Pearassran Walliota int mulal berlaku pada tanggal clundangian.

Agar sedap ocrang mengetahunya, memerntahkan pengundangan Perauran
Walkota inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Deetapkan df Surabaya,
pada tanggal 27 September 2013

WALIKOTA SURABAYA,
td
TRI RISMAHARDG

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ud
HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tid
MT. EKAWATI RAHAYU. SH, MH.

Pembina
NIP. 19730504 199602 2 001
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LAMPIRAN 11

PP a 2 FEMERKLYNIANRN RUIADUKADAYA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL Jaksa Agung Suprapto No. 2 - 4 Telp. ( 031 ) S473284, Fax. 5343000
SURABAYA (60272)

—
MENDA AN
Ncmor:ml\( {438.7.3)/2014
MENUNJUK :  SURAT :  BAKESBANG DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR ! OT0/2666/2033/2014
TANGGAL © 3 Apdl 2014
PERIMAL ! Rekcmendesi Peneltian
DASAR ¢ 1. Pesturan Menteri Dalam Negerl Reputiik indonesa Momor 20 Tabwn 2011 Tentang
Pedoman Peneltian dan Pengembargan o Lingkungan Kememiardan Dalam Neger can
Pamarintahan Daerah

2. Pecaturan Mentert Dalam Neger Republic indonesia Nomor 84 Takun 2011 Tertarg
Pecoman Panertiten Rekomendast Penaitian,
3 Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tehun 2008 Tentang Organisasi Perangkst Dasrah

Kiots Surabaya.
4. Peraturan Wakkots Sursbaya Momoar 54 Tahun 2010 Tertang Ringan Tuges den Furgs
Lembdaga Teknis Kota Surabaya.
Cengan i menyatskan tidak keberatan memben fin untuk melsksanakan Penelitan { Pergandan Masyarakst kepada :
Nams FERIAN DANA PRADITA
Alamat ¢ JLMT. Haryoro RT 03 RW 09 No. 7A Kepashan Tulingsgung
‘Pekerjaan Mahasiswa Prodi Administrasi Perpejakan Faku bes Bmu Administrast Universitas Brawijeya
Malang
Tema / Judd EFEKTIVITAS INTENSIFIKAS| PEMUNGUTAN PAJAX BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

Tempat) Lokas KOTA SURABAYA ( Dinss Pendapatan dan Pangelcisan Keuangan )
Tanggal (Wakty) 2( Dua | Bulan, TMT Surat diceluarkan
Penglut

Syarst - syarat ketentuan sebagal bericut :

1. Peneliten yang diskukan harus sesuai dengan surat pamoloGEn, dan yang bersangkutan harus mantsstl
ketanian | peraturan yang beraku dmana dilaiukan Kegistan | Perelitan

2. Panelifian yang diaksansiksn Ydek bolah menimbukan keresahan dimasyarskat, dsinegras! bangss atau keutuhan
Negara Kesatuan Rapubik Indonesia,

3. Yang bersarghkulan ssbelm dan sesudsh melskukan Panelitisn / Kegistan harap melsporkan pelaksansan dan
hasiivya kepaca Dinas / Instansi yang bemsangikutan

4. Suat Ketecangan inl gkan dicabut / Bdak barasko spabils yang bersangkutsn tdak memenuhi syarat { ketentuan
Sapert tersebyut dianas.

Tembusan :

Y 1. Kepsia Dines Pendapatan dan Pengeiolaan Keuangan
Kaota Surabsye
2. Deokan Fakuitas Iimy Administrssi Universtas Brawijsya

Malseg
Ymg Darsangkutan

.0
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LAMPIRAN 12

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Jt Jimerto no. 26 ~ 27 Surabaya Tolp. 5312144 axt. 345, 584 Fax, 5342008

T
Nomor : 070/ 3411 [436.6.132014

Yang bananda tangan di bawah ini |

Nama : YUNIARTO HERLAMBANG, 5.5i, M.S|

NIP 1 18730626 199301 1 001

Pangkat! Gol.: Pegmbina/ IVa

Jabatan ! Sekrataris Dinas Pendapatan dan Pengaloaan Keuangan Kota Surabaya

Borcasarkan Surat dan Badan Kesatuan Bangsa, Poltk, dan
Perindungan Masyarakat Kota Surabaya Nomor @ 070/4094/438.7.3/2014 tanggal 3
April 2014, peribal Rekomendast penelition. menerangkan bahwa -

Nama : Ferfan Dana Pradita
Mahasiswa Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Brawljaya Malang
NIM : 105030400111061

Telah selesal melaksanakan riset! pensdtan di Kamos Dinas Pendapatan
dan Pengeolann Keuangen Kota Surabayn tentang “Efektivitas Intensifikasi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta
Kontribusinya techadap Pendapatan Asii Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan
dan Pengololaan Kouangan Kota Surabaya" selama 2 bulen mulal tanggal 3 Arpld
2014 sampal tanggal 3 Juni 2014,

Demikian Sural Keterangan ini dibual untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Surabaya, | Juk 2074

NIP. 18730626 190901 1 001
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LAMPIRAN 13

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus Wawancara  : Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2, efektivitas

Intensifikasi pemungutan, dan kontribusi PBB-P2

terhadap PAD

Responden : Pegawai DPPK Kota Surabaya

Waktu Wawancara : -

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Sejak kapan pengalihan pemungutan PBB-P2 Kota Surabaya resmi
dilaksanakan serta apa dasar hukum pelaksanaan pemungutan PBB-P2
menjadi kewenangan DPPK Kota Surabaya?

Bagaimana proses pembayaran PBB-P2 di Kota Surabaya?

Bagaimana mekanisme/prosedur pemungutan PBB-P2 yang dilakukan
DPPK Kota Surabaya, dan dimana pembayaran PBB-P2 itu dilaksanakan?
Apa dasar hukum pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 Kota
Surabaya dan dasar penetapan Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2?
Apa saja rencana kerja Tim Intensifikasi pemungutan PBB-P2?
Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB-P2
yang telah dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya?

Adakah upaya DPPK untuk memperluas/memelihara basis data/SISMIOP
PBB-P2, bagaimana upaya tersebut?

Adakah upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan PBB-
P2, bagaimana upaya tersebut?

Adakah upaya DPPK untuk meningkatkan pengawasan/melakukan
pemeriksaan secara berkala/dadakan terhadap objek-objek PBB-P2,
bagaimana upaya tersebut?

Adakah upaya yang dilakukan DPPK dalam meningkatkan efisiensi
administrasi dan meminimalisir biaya pemungutan, bagaimana upaya
tersebut?

Apakah dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan PBB-P2 dalam
meningkatkan kapasitas penerimaan PBB-P2 yang dilakukan oleh DPPK,
apakah melibatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait? mengapa
demikian?

Upaya apa yang telah dilakukan DPPK Kota surabaya dalam meningkatkan
kemampuan Tim Intensifikasi yang menunjang kegiatan pemungutan PBB-
P2, kursus/pelatihan apa saja yang telah diikuti/diprogramkan untuk
meningkatkan kemampuan Tim Intensifikasi?

Bagaimana potensi penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 dari kota
Surabaya?

Berapa jumlah SPPT yang diterbitkan, dan berapa yang kembali?, apa yang
menjadi alasan kembalinya SPPT tersebut?



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
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Bagaimana realisasi pencapaian target penerimaan PBB-P2 dari setiap
UPTD, apakah ada yang realisasinya jauh/kurang dari target yang
ditetapkan, mengapa demikian?

Adakah biaya pungut yang dikeluarkan oleh DPPK dalam kegiatan
intensifikasi pemungutan PBB-P2?

Menurut anda besaran tarif yang telah ditetapkan, apakah terlalu
tinggi/sudah dirasa sesuai dengan keadaan Wajib Pajak PBB-P2 Kota
Surabaya?

Bagaimana mekanisme penetapan NJOP yang dilakukan oleh DPPK Kota
Surabaya?

Bagaimana perkembangan industri, perdagangan, dan perusahaan di
Surabaya?, apakah adanya pemungutan PBB-P2 ini berpengaruh terhadap
perkembangannya?

Berapa jumlah anggota Tim Intensifikasi DPPK Kota Surabaya, dan
bagaimana tingkat pendidikan mereka?

Menurut pendapat anda, sejaun mana kemampuan masing-masing anggota
Tim Intensifikasi dalam melakukan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?
Menurut anda, PBB-P2 ini cocok atau tidak jika pemungutannya dilakukan
oleh Pemerintah Daerah, bukan lagi Pemerintah Pusat?

Bagaimana kontribusi penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 terhadap PAD
Kota Surabaya?

Adanya kegiatan intensifikasi pemungutan PBB-P2, apakah kegiatan ini
sudah dirasa cocok/belum dengan yang dikehendaki, atau hal ini justru
menimbulkan beban Pemerintah Daerah?

Fokus Wawancara  : Tarif, Pelaksanaan sosialisasi, Mobil Keliling Pembayaran

PBB-P2

Responden : Wajib Pajak PBB-P2 Kota Surabaya

Waktu Wawancara : -

&

Apakah anda mengetahui besarnya tarif PBB-P2 Kota Surabaya saat ini,
berapa?

Sebagai Wajib Pajak, apakah tarif ketentuan tentang PBB-P2 yang
dilaksanakan oleh DPPK membebani anda dalam menjalankan aktivitas
anda?

Bagaimana tanggapan anda mengenai besaran tarif PBB-P2 yang
dilaksanakan oleh DPPK Kota Surabaya, terlalu tinggi/sudah sesuai dengan
apa yang anda harapkan, mengapa demikian?

Bagaimana proses pembayaran PBB-P2 yang anda ketahui?

Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan
DPPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
kewajiban membayar PBB-P2?

Apa yang anda ketahui tentang Mobil Keliling pembayaran PBB-P2?
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LAMPIRAN 13
CURRICULUM VITAE
Nama : Ferian Dana Pradita
NIM : 105030400111061
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 22 Juli 1991
Jenis Kelamin . Laki-laki
Agama : Islam
Email : ferian2207 @gmail.com
HP : 085791182622
Alamat : JI. MT Haryono RT 03 RW 09 No. 7a, Kel.
Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung
Pendidikan : 1. SDN Kepatihan 03 (1998-2004)

Pengalaman Organisasi

N

2. SMPN 1 Tulungagung (2004-2007)
3.
4
1

SMAN 1 Boyolangu (2007-2010)

. Universitas Brawijaya Malang (2010-2014)
. Staff Muda Dept. Kebijakan Publik (KP) EM-

UB Tahun 2010

. Staff Biro Kewirausahaan EM UB 2011-2012
. Staff Departemen Pengkajian Bisnis Bidang

Bisnis Himpunan Mahasiswa Administrasi
Bisnis (HIMABIS) 2011

. Pengurus Bidang Teknik Periode 2012

Unit Aktivitas Bulutangkis Univ. Brawijaya

Pengalaman Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung
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